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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Wilayah Perencanaan Kecamatan Talang Empat Tahun
2025-2045.

28}

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah
Provinsi Benghkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4870);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah beberapa kali dubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tehun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan FPemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 6617):

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyvelenggaraan Perizinan Berusaha di Dacrah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 6618);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan MNasional Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan,
Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 329);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanshan Nasional Republik Indoncsia
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesugion Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang . (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang
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Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021
tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomeor
327) scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15
Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 530);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan
Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1484);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik [ndonesia
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penginiegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penvediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun
2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Benghkulu
Tahun 2023 - 2043 ([Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3), Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomaor 03); dan

16. Peraturan Dacrah Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-

|
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2032 [Lembaran Daerah Kabupaten Benghkulu Tengah
Tahun 2012 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL

TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN
TALANG EMPAT TAHUN 2025-2045.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, rusang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam burm
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserta pembiayaannya.,

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata
ruang.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disinglkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan

'l



10,

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18,

19,

BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

-5

peraturan zonasi kabupaten /Kkota.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarang yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ckonomi masyarakal yang secars hierarkis
memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatu wilayah yvang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budidaya.

Zona adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budidaya.

Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup
yvang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.

Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu
dan unsur yang lain.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia schingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
dan/atau aspek fungsional.

Wilayah Perencanaan yang sclanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan
strategis kabupaten/kota vang akan atau periu
disusun RDTR-nya, sesumi arahan atau yang
ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang
bersangkutan,

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat
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SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan
batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok,

Pusat Pelavanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah
pusat  pelayvanan eckonomi, sosial, dan/fatau
administrasi yang melayani seluruh wilayah kota
dan/atau regional.

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah
pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau
administrasi yang melayani sub wilayah kota.

Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan
ekonomi, =sosial dan/atau administrasi pada
lingkungan permukiman kelurahan/desa.

Jalan arteri adalah jalan umum vang berfungsi
melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak
jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan
masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan lingkungan adalah jalan yang diperuntukkan
untuk akses penghubung antarpemukiman dalam
suatu kawasan atau lingkungan. Jalan ini umumnya
memiliki intensitas lalu lintas vang rendah, hanya
digunakan untuk kendarman ringan dan keperluan
schari-hari masyarakat di sekitar lingkungan tersebut.
Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi
melayani angkutan setempat dengan cin perjalanan
jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah
jalan masuk bdak dibatasi.

Jalan tol adalah jalan yang dirancang dan dibangun
dengan standar khusus untuk lalu lintas yang cepat
dan bebas hambatan, .Jalan tol ini memiliki pengaturan
khusus untuk pengoperasiannya, salah satunya
adalah sistem pembatasan akses dan kontrol lalu
lintas yang lebih ketat.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor
umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan
dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang
dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran udara
yang digunakan untuk mendistribusikan listrik
dengan tegangan rendah, biasanya dalam sistem
distribusi tenaga listrik untuk mengalirkan listrik dari
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gardu distribusi ke konsumen akhir seperti rumah
tangga atau usaha kecil.

Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah saluran udara
vang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik
dengan tegangan tinggi, dari pembangkit hstrik atau
gardu induk menuju gardu distribusi atau titik-titk
lainnya dalam sistem transmisi tenaga listnk.

Menara Base Transceiver Station adalah bangunan
secbagai tempat vang merupakan pusat otomatisasi
sambungan telepon.

Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi
utama yvang berbasis serat optik, menghubungkan
antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya
vang menghubungkan kota/kabupaten sehingga
terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa atau kabel
bawah laut telekomunikasi.

Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang
bertujuan untuk mendapatkan air bala untuk air
minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada
kedalaman tertentu.

Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjuinya
disingkat IPAL adalah fasilitas yang digunaken untuk
mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan
atau saluran pembuangan.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal yang
selanjutnya disingkat IPAL Komunal adalah fasilitas
pengolahan air limbah yang digunakan untuk
mengolah air limbah domestik atau rumah tangga dan
sejumlah rumah atau fasilitas dalam suatu kawasan
atau wilayah vang tidak terhubung dengan sistem
pengolahan air limbah terpusat

Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan
pendauran ulang skala kawasan.

Tempat penampungan sementara adalah rempat
sebelum sampah diangkut ke tempat Pendaur ulang,
pengalahan, dan/atau tempat pengolahan sampah
terpadu.

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan
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bangunan pelengkapnya yang merupakan satu
kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan,
pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan
air irigasi.

Jaringan Pengendalian Banjir adalah suat sistem
vang dirancang secara khusus untuk mengelola aliran
air hujan, mengurangi risiko banjir, dan melindungi
wilayah dari dampak banjir.

Jalur Ewvakuasi Bencana adalah jalur yang
menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi
Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat
Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang
digunakan untuk kegiatan memindahkan korban
bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman
atan penampungan pertama untuk mendapatkan
tindakan penanganan lebih lanjut.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti
jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran
udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang
belum nvata seperti rencana jaringan jalan dan
rencana jaringan prasarana lain yang scjenis sesuai
dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang
sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan
bumi vang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan
schagainya.

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah
Daerah  yang diperuntukkan  bagi  kegiatan
pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai
luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk
melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah,
kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban
pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber
air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan
sempadan yvang berfungsi sebagai kawasan lindung
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antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ,
danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya
yvang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah
arca memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik vang tumbuh tanaman secara alamiah
maupun yang sengaja ditanam.

Zona Konservasi dengan kode KS adalah Bagian
wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas
sebagai satu kesatuan eckosistern yang dilindungi,
dilestarikan dan/fatau dimanfaatkan SCCArA
berkelanjutan.

Zona Badan Jalan dengan kode B.J adalah Bagian jalan
vang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan
lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu
jalan.

Zona Pertanian dengan kode P adalah Kawasan yang
dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan,

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode FTL
adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan
memproduksi tenaga listrik.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KFPI
adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi
kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan

ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau
memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik
alam, buatan, maupun budaya.

Zona Perumahan dengan kode R adalah Peruntukan
ruang vang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang
mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
adalah Peruntukan ruang yvang dikembangkan untuk

melayvani penduduk {
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Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah
Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan
kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa,
tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan
rekreasi

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah Zona
yvang diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak secara
langsung terikat dengan fungsi utama dari zona yang
sudah ada, namun masih relevan dengan penggunaan
lahan wuntuk kepentingan pembangunan suatu
wilayah,

Zona Transportasi dengan kode TR adalah Peruntukan
ruang vang merupakan bagian dari peruntukan budi
daya vang dikembangkan untuk menampung fungsi
transportasi skala regional dalam wupaya untuk
mendukung  kebijakan  pengembangan  sistem
transportasi yang tertuang di dalam rencana tata
ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan
laut.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk
menjamin  kegiatan dan pengembangan bidang
pertahanan dan keamanan seperti instalasi
pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan,
kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Sub-Zona adalah suatu bagian darl zona vang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona
yvang bersangkutan.

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA adalah Air
permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung,
waduk, dan sebagainya.

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS
adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan
pemanfaatan lahan yang menjunjung tinge nilai-rnilai
luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk
melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
lestari, scrta dapat menjaga kelestarian jumlah,
kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban
pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber
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air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan
sempadan yang berfungsi scbagai kawasan hndung
antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ,
danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya
yvang memiliki fungsi perlindungan setempat.
Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4
adalah Taman vyang ditujukan untuk melayani
penduduk satu kelurahan.

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah
Taman yvang ditujukan untuk melayani penduduk satu
RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga
magyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di
lingkungan EW tersebut

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH - & adalah
adalah Taman wvang dituyjukan untuk melayam
penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya
untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT
tersebut.

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah
penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama
sebapgai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga
dapat berfungsi scbagai dacrah resapan air, tempat
pertumbuhan berbagai jenis veégetasi, pencipta iklim
mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial
masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai
sumber pendapatan,

sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-B adalah Jalur
penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya
yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA)
maupun di dalam ruang pengawasan jalan
(RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena
dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang
pada umumnya berwarna hijau.

Sub-Zona Cagar Alam dengan kode CA adalah Daerah
suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai
kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau
keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan
ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan
dan pelestarian AgAT keberadaan dan
perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
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Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah Bagian
jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan
merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas
dan bahu jalan.

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah
peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang
surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta
lahan kering potensinl untuk pemanfaatan dan
pengembangan tanaman pangan.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah
Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk
dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan
basah dan atau lahan kering untuk komoditas
perkebunan.

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah
Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan
untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan
komponen ussha tani (berbasis tanaman pangan,
perkebunan, hortikultura arau perikanan) berorientasi
ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode
PTL adalah Peruntukan ruang yang mendukung
kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode
KPI adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bag
kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sub-Zona Pariwisata dengan koder W adalah
Peruntukan ruang vang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan
pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tingg dengan Kode
R-2 adalah Peruntukan ruang vang difungsikan untuk
tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang
besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas
lahan.

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah
Peruntukan ruang vang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala kota. }l
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Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2
adalah Peruntukan ruang vang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala kecamatan.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3
adalah Peruntukan ruang vang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala kelurahan.

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4
adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala BW.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan
kode K-2 adalah Peruntukan rueng yang difungsikan
untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan
WP.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan
kode K-3 adalah Peruntukan ruang vang difungsikan
untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan
dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan
SWP.

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan
kode PL-4 adalah Peruntukan ruang vang memiliki
fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah
limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
Koefisien Dasar Bangunan yang selanjuitnya disinglkat
KDB adalah angka persentase perbandingan antara
luas scluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas
lahan/tanah perpetakan/daerall perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat
KDH adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung
yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disinghkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara

'l
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luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

(raris Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat
G5B adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat
bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas
terluar saluran air kotor (ricl) sampa: batas terluar
muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang,
atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu
massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas
tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang
lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi
listrik, jaringan pipa gas, building line.

Ketentuan Khusus adalah kelentuan yang mengatur
pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus
dan memiliki aturan tambahan seperti adanya
kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan
peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan
pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan
khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam
rangka pengendalian pemanfaatan ruang,

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah
ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis,
geografis, sosial, budava, politik, eckonomi, dan
teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak
dapat atau tidak mampu mencegah, meredam,
mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan
untuk menanggapi dampak buruk bahava tertentu.
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah
ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan
paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang
aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana
tertentu, vang meliputi tempat evakuasi sementara
(TES} dan tempat evakuasi akhir.

Ketentuan Khusus Kewasan Sempadan adalah
ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak
atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat
yvang diproteksi, antara lain sempadan pantai,
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sempadan sungai, sempadan danau/waduk,
sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan
sempadan pipa/kabel.

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi
Perterbangan adalah ketentuan pada wilayah daratan
dan /atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar
udara vang digunakan untuk kegiatan operasi
penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan
penerbangan.

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi

rangsangan terhadap pelaksanaan kegatan yang
sejalan dengan rencana tata ruang.

Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah,
membatasi  pertumbuhan, atau  mengurangi
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang,

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
Masyarakat adalah orang persecorangan, kelompok
orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,
dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain
dalam penyelenggaran penataan ruang.

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat
dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana
tata ruang.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
yvang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen
yang menyatakan kesesuaian antara rencana keglatan
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat
dan daerah vyang bertugas untuk membantu
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daecrah dengan
memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan
Penataan Ruang. q
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BAB Il
RUANCG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Ruang lingkup materi muatan RDTR; dan

b. Ruang lingkup wilayah perencanaan RDTR.

Ruang lingkup materi muatan RDTR sebagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf a, meliputi:

Tujuan penataan WP;

Rencana struktur ruang;

Rencana pola ruang;

Ketentuan pemanfaatan ruang,

Peraturan zonasi; dan

Kelembagaan.

Ru.ang lingkup RDTR WP Kecamatan Talang Empat

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

merupakan seluruh wilayah administrasi yang sccara

geografis terletak pada koordinat 102°21°11.89" bujur
timur dan 3%*47'27.25" lintang selatan dengan luas

4.134,63 (empat ribu seratus tiga puluh empat koma

enam tiga) hektare, beserta ruang udara di atasnya,

ruang perairan dan ruang di dalam bumi, meliputi:

Desa Air Putih;

Desa Air Sebakul;

De=a Jayakarta;

Desa Jumat,

Desa Kembang Seri;

Desa Nakau;

Desa Padang Ulak Tanjung;

Desa Pulau Panggung;

Desa Taba Pasemzah; dan

Desa Tengah Padang.

Bama wilayah Daerah, meliputi:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Margo
Mulyo Kecamatan Pondok Kubang;

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Air
Kemuning Kecamatan Sukargja Kabupaten
Seluma;

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan

T

oD oR
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Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; dan
d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Semidang

Kecamatan Semidang Lagan.

Untuk

meningkatlkan efelctivitas pengelolaan

pembangunan dan mengurangi kesenjangan

pembangunan antarwilayah, dilakukan pembagian

SWP vang terdiri atas:

a. SWP LA seluas 1.730,23 (seribu tujuh ratus tiga
puluh koma dua tiga) hektare terbagi menjadi 5
(lima) blok melipuati:

1.

2.

3.

5.

Blok 1.A.l1 seluaz 254,93 (dua ratus lima
puluh empat koma sembilan tiga) hektare;
Blok 1.A.2 seluas 230,68 (dua ratus tiga puluh
koma enam delapan) hektare;

Blok LA.3 seluas 279,48 [dua ratus tujuh
puluh sembilan koma empat delapan)
hektare;

Blok I.A.4 seluas 338,99 (tiga ratus tiga puluh
delapan koma sembilan sembilan) hektare;
dan

Blok LA.5 secluas 626,15 [enam ratus dua
puluh enam koma satu lima) hektare.

b. SWP LB seluas 1.202,23 (senbu dua ratus dua
koma dua tiga) hektare terbagi menjadi 4 (empat)

blok meliputi;

1. Blok 1.B.1 seluas 245,28 (dua ratus empat
puluh enam koma dua delapan) hektare;

2. Bilok LB.2 seluas 390,02 (tiga ratus sembilan
puluh koma nol dua) hektare;

3. Blok I.B.3 seluas 440,40 ([empat ratus empat
puluh koma empat nol) hektare; dan

4, Blok 1.B.4 seluas 125,52 {seratus dua puluh

lima koma lima dua) hektare.

¢. SWP IC seluas 1.202,18 [seribu dua ratus dua
koma satu delapan) hektare terbagi menjach 4
(empat) blok meliput:

1.

2.

Blok [.C.1 seluas 303,54 (tiga ratus tiga koma
lima empat) hektare;

Blok 1.C.2 seluas 338,41 (tiga ratus tiga puluh
delapan koma empat satu) hektare; 1
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3. Blok LC.3 seluas 207,81 (dua ratus tujuh
koma delapan satu) hektare; dan
4, Blok 1.C.4 seluas 352,41 (tiga ratus lima
puluh dua koma empat satu) hektare.
Delineasi WP Kecamatan Talang Empat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarken dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Pembagian SWP dan Blok pada WP Kecamatan Talang
Empat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digambarkan dalam pecta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BARE I
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huraf a, yaitu terwujudnya WP Kecamatan Talang
Empat sebagai kawasan pintu gerbang Kabupaten Bengkulu
Tengah yang berdaya saing dengan mengandalkan
perkebunan kelapa sawit, perdagangan dan jasa serta
kegiatan industri pengolahan, menyediakan infrastruktur
vang terpadu dan merata serta memperhatikan kelestarian
lingkungan.

(1]

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) hural b, meliputa: l[
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Rencana Pengembangan Pusal Pelayanan,
Rencana Jaringan Transportasi;

Rencana Jaringan Energi;

Rencana Jaringan Telekomunikasi;

Rencana Jaringan Sumber Daya Air;

Rencana Jaringan Air Minum;

Rencana Penpelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

h. Rencana Jaringan Persampahan;

i. Rencana Jaringan Drainase; dan

j- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

PR TR

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

Rencana Pengembangan Pusat Pelayvanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Pusat Pelayanan Kota,/Kawasan Perkotaan;
b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Keawasan Perkotaan;

dan
c. Pusat Pelayanan Lingkungan
Pusat Pelayanan Kota /Kawasan Perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat
di SWP I.A meliputi Blok LA.2.
Sub Pusat Pelayvanan Kota/Kawasan Perkotaan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat
di:
a. SWP LB meliputi Blok [.B.2; dan
b. 8WP L.C meliputi Blok 1.C.2;
Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan
Kelurahan/Desa, terdapat di:
a. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.4, dan Blok

LA.5; ]‘
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b. SWP LB meliputi Blok [.B.2, dan Blok L.B.3; dan

€. SWPLC meliputi Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.4.
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketclitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IILA yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal &

Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputs:

a. Jalan Arteri Primer;

b. Jalan Lokal Primer;

c. Jalan Lingkungan Primer;

d. Jalan Tol;

e. Terminal Penumpang Tipe C;

[.  Jembatan;

g Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan

h. Stasiun Kercta Api.

Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, melalui:

a. Kembang Seri-Air Sebalkul terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok LA.2 dan Blok 1.A.5;

2, S8SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan
Blok I.B.3; dan

3. SWP L.C meliputi Blok L.C.1, Blok 1.C.2, Blok
1.C.3, dan Blok 1.C.4.

b. Nakau - BTS. Kota Kepahiang terdapat di SWP LA
meliputi Blok 1LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3, Blok
I.A.4, dan Blok [LA.5.

Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada avat

(1) huruf b, melalui:

A, Jaya Karta-Air Sebakul terdapat di:

1. SWPLA meliputi Blok LA.5; 1
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2. SWP LB meliputi Blok I.B.1 dan Blok 1.B.2;
dan
3. S8WPL.C meliputi Blok 1.C.1 dan Blok [.C.2.
b. Kembang Seri-Air Putih terdapat di:
1. SWP LA meliputi Blok LA.2, Blok LA.3, Blok
L.A.4, dan Blok 1.A.5; dan
2. SWP LB meliputi Blok I.B.1.
c. Lagan-Padang Ulak Tanjung terdapat di SWP I.B
meliputi Blok 1.B.3 dan Blok 1.B.4.
d. Padang Ulak Tanjung-Batas Kota Bengkulu
terdapat di SWP I.B meliputi Blok I.B.3.
e. ‘Taba Pasmah-Tanjung Terdana terdapat di SWP LA
meliputi Blok 1LA.1 dan Blok 1.A.2.
f. Jalan lokal primer lainnya terdapat di:
1. SWP LA meliputi Blok 1.LA.3, Blok I.A.4, dan
Blok I.A.5; dan
2. SWP 1.B meliputi Blok 1.B.1, Blek 1.B.2, dan
Blok 1.B.3.
Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, melalui:
a. Air Putih-Air Sebakul terdapat di SWP L.B meliputi
Blok 1.B.1, Blok [.B.2, dan Blok I.B.3; dan
b. Nakau-Taba Pasmah terdapat di SWP LA meliputi
Blok ILA.1 dan Blok 1.A.4.
c. Jalan lingkungan primer lainnya terdapat di:
1. SWP LA meliputi Blok 1.A.1, Blok LA.2, Blok
I.LA.3, Blok I.A.4, dan Blok LLA.5
2. BWP L.B meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok
I.B.3, dan Blok 1.B.4.
3. SWP LC meliputi lok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok
1.C.3, dan Blok 1.C .4,
Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
melalui ruas Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu terdapat
di:
a. SWP L.B meliputi Blok 1.B.3 dan Blok [.B.4; dan
b. SWP L.C meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.3, dan Blok
| B st
Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP LA meliputi Blok

[LA4. T
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Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok ILA.1, Blok 1.A.2, Blok L.A.3,
dan Blok LA.5;

b. SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blek 1.B.2, dan Blok
[.B.4; dan

c. SWPILC mehput Blok 1.C.1.

Jaringan Jalar Kereta Api Antarkota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Jaringan Jalur
Kereta Api Antarkota Kota Padang (Kabupaten Rejang
Lebong) — Pulau Baai (Kota Bengkulu), terdapat di:

a. SWP LA meliput Blok 1.A.5; dan

b. SWP LB meliputi Blok 1.B.2 dan Blok [.B.3.
Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, yaitu Stasiun Penumpang Kecil, terdapat di
SWP 1.B meliputi Blok 1.B.2.

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) dan Stasiun Kereta Api
sebagaimana dimaksud pada ayat (%) selanjutnya
mengacy kepada Rencana Induk Perkeretaapian
Nasional.

Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 scbagaimana tercantum dalam Lampiran ll.B
vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 7
Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi;
b. Saluran Udara Tegangan Rendah; dan
¢. Gardu listrik.
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
a. SWP LA meliputi Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, Blok LA.S
Blok [.A.4, dan Blok [L.A.5; dan 1
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b. SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3,
dan Blok 1.B.4.

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR] sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. SWP LA mcliput Blok LA.1, Blok LA.2, Blok 1.A.3,
Blok 1.A.4 dan Blok LA.5;

b. SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok [.B.2, Blok 1.B.3,
dan Blok [.LB.4; dan

c. SWP LC melipud Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3,
dan Blok [.C 4.

Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, meliputi :

a. Gardu Induk, dan

b. Gardu Distribusi.

Gardu Induk scbagaimana dimaksud pada ayat (4]

huruf a, yaitu Gardu Induk Pulau Baai terdapat di SWP

l.B meliput1 Blok 1.B.3.

Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4]

huruf b terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3,
Blok 1.A.4, dan Blok LA.5;

b. SWP LB meliput Blok 1.B.1 dan Blok [.B.2; dan

c. SWPLC meliputi Blok 1.C.1.

Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I11.C

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 8
Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufl d meliput:
a. Jarnngan Tetap; dan
b. Jaringan Bergerak Seluler,
Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa jaringan serat optik terdapat di:
a. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok 1LA.2, Blok

'l
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LLA.3 Blok LLA.4, dan Blok L.A.5;
b. SWP L.B mecliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok
1.B.3; dan
c. SWPILC meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1L.C.3,
dan Blok 1.C.4.
Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa Menara Base Transceiver Station
(BTS) terdapat di:
a. SWP LA mcliputi Blok LA.5;
b. SWP LB meliputi Blok 1.B.2 dan Blok [.B.3; dan
c. SWPI.C meliputi Blok .C.2.
Rencana Jaringan Telekomunikasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IlII.D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jarngan Sumber Daya Air

Pasal 9

Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi :

a. Sistem Jaringan Irigasi;

b. Sistem Pengendalian Banjir; dan

c. Bangunan Sumber Daya Air.

Sistem Jaringan [rigasi scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan jaringan irigasi primer

terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok 1LA.2, Blok L.A.3,
Blok LA.4, dan Blok LA.5; dan

b. S8SWP 1.C meliputi Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, dan Blok
L.C.4.

Sistem Pengendalian Banjir scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurul b berupa jaringan pengendalian

banjir terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok [LA.1, Blok LA.2, dan Blok
l.LA.5; dan

b. SWP LC meliputi Blok [.C.2.

Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

\
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pada ayat (1) huruf ¢ berupa Pintu Air terdapat di SWP
I.LA meliputi Blok L.A.1, Blok LA.2, dan Blok [.A.5.
Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada avat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [IILE wvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 10
Rencana Jaringan Air Minum scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. Unit Distribusi; dan
b. BSumur Pompa.
Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa jaringan distribusi pembag terdapat di:
a. SWP LA meliputi Blok 1.A.1, Blok .A.2, Blok 1.A.3,
Blok 1.A.4, dan Blok LA.5;
b. SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3,
dan Blok 1.B.4; dan
¢. SWP LC meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok L.C.3,
dan Blok [.C.4.
Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdapat di:
a. SWP LA meliputi Blok LA.3, Blok [.A.4, dan Blok
L.A.5;
b. SWP LE meliputi Blok [.B.2, dan Blok 1.B.3; dan
e. SWP LC meliputi Blok 1.C.1 dan Blok L.C.4.
Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [II.F
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini. \
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Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 11

(1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan

(2]

(3)

(4)

()

(1)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Setempat;

b. Sistern Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat;
dan

c. Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun-

Sistern Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
Sub-sistem Pengolahan Setempat terdapat di SWP LA
meliputi Blok 1.A.2

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b berupa
IPAL Komunal Industri Rumah Tangga terdapat di SWP
LB meliputi Blok [.LB.2.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
terdapat di:

a. SWP LB meliputi Blok 1.B.3; dan

b. SWP LC meliputi Blok 1.C.2.

Rencana Pengelolaan Air Limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [II.G yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12
Rencana Jaringan  Persampahan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi: ’\
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a. Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle;
dan

b. Tempat Penampungan Sementara.

Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat

di:

a. SWP LA meliputi Blok L.A.4;

b. SWP LB meliputi Blok 1.B.1; dan

c. SWPLC meliputi Blok 1.C.4.

Tempat Penampungan Sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:

a. SWP LA meliput Blok L.A.1, Blok LA.3, Blok LA.4,
dan Blok .A.5;

b. SWP LB meliputi Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3; dan

c. SWPILC meliputi Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.4.

Rencana  Jaringan  Persampahan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran [ILH vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i meliputi:

a. Jaringan Drainase Primer;,

b. Jaringan Drainase Sekunder; dan

e. Jaringan Drainase Tersier.

Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok [A.1, Blok 1.A.2, dan Blok
L.A.5; dan

b. SWP L.C meliputi Blok [.C.2, Blok 1.C.3, dan Blok
1.C.4.

Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok L.A.2, Blok 1.A.3,
Blok 1.A.4, dan Blok 1.A.5; ‘
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b. SWP LB meliputi Blok L. B.1, Blok 1.B.2, Blok LB.3,
dan Blok [.B.4; dan

¢, SWPLC meliputi Blok 1.C.1, Blok [.C.2, Blok LC.3,
dan Blok 1.C. 4.

Jaringan Drainase Tersier scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3,
Blok L.A.4, dan Blok LA.5;

b. SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3,
dan Blok [.B.4; dan

c. SWP L.C meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok .C.3,
dan Blok 1.C.4.

Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian geometri dan keteliian detail informasi skala

1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ILI

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. Tempat Evakuasi;
¢.  Jalur Sepeda; dan
d. Jaringan Pejalan Kaki,

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a melalui:
a. Jaya Karta - Air Sebakul terdapat di:
1. 3WP LA meliputi Blok LA.5;
2, SWPI.B meliputi Blok 1.B.1, Blok [.B.2: dan
3. SWPILC meliputi Blok I.C. 1.
b. Kembang Seri - Air Putih terdapat di:
1. SWP LA meliputi Blok L.A.2; Blok 1.A.3: Blok
[LA.4; Blok I.A.5; dan
4. SWP LB meliputi Blok .B.1.

c. Kembang Seri - Air Sebakul terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok I.A.2, Blok I.A_5: ’l
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2. SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok
1.B.3; dan

3. SWP L.C meliputi Blok [.C.1, Blok 1.C.2, Blok
1.C.3, Blok 1.C.4.

d. Nakau - BTS. Kota Kepahiang terdapat di SWP LA
meliputi Biok LA.1, Blok LA.2, Blok L.A.3, Blok
I.A.4, dan Blok LA.5;

e. Jalan lainnya terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok LA.1; Blok 1.A.4; Blok
.A.5; dan

2. SWP LC meliputi Blok [.C.1; Blok 1.C.2; Blok
[.C.4.

Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. Tempat Evakuasi SBementara; dan

b. Tempat Evakuasi Akhir.

Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat {3) huruf a terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok 1.A.3, Blok LA.5;
dan

b. SWP LC meliputi Blok [.C.4.

Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada

avat (3) huruf b terdapat di SWP |.B meliputi Blok 1.B.3.

Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok LA.3,
Blok LA.4, dan Blok LA.5;

b. SWP LB meliputi Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok
1.A.3; dan

c. SWPILC meliputi Blok L.A.1, Blok .A.2, Blok LA.3,
dan Blok [.LA.4

Jaringan Pejalan Kaki scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok 1.A.1, Blok LLA.2, Blok LA.3,
Blok 1.A.4 dan Blok LA.5;

b. SWP L.B meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok
1.B.3; dan

c. SWP LC meliputi Blok 1.C.1, dan Blok 1.C.2.

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta

\
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dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran [II.J vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagan Kesatu
Umum

Pasal 15
Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 2 ayat {2) huruf ¢ meliputi:
. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Dava.
Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huraf a meliputi:

H.

b.
c.
d

Zona Badan Air dengan kode BA;

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
Zona Konservasi dengan kode KS.

Paragral 2
Zona Badan Air
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Pasal 17
Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf a berupa Sub-Zona Badan Air dengan
kode BA dengan luas 50,47 (lima puluh koma empat tujuh)
hektare, terdapat di:
a. SWP LA meliput Blok 1.A.1, Blok L.A.2, dan Blok LA.5;
b. SWP LB meliputi Blok 1.B.2; dan
c. SWPI.C meliputi Blok 1.C.2.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18
Zona Perlindungan Sctempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa Sub-Zona
Perlindungan Setempat dengan kode PS dengan luas 29,43
(dua puluh sembilan koma empat tiga) hektare, terdapat di:
a. S8SWP LA mcliputi Blok LA.1, Blok .A.2, dan Blok A.5;
dan
b. SWPILC meliputi Blok 1.C.2.

Paragral 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf ¢ dengan
luas 34,83 (tiga puluh empat koma delapan tiga)
hektare terdin atas:

8. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
c. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;

d. BSub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;

e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

(2} Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare terdapat di
SWP 1.B meliputi Blok [.B.2

(3) Sub-Zona Taman Kelureshan dengan kode RTH-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan

\
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luas 2,00 {dua koma nol nol) hektare terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok LA.3, Blok 1.A.4, dan Blok
LA.5;

b. SWP LB meliputi Blok I.B.2 dan Blok 1.B.3; dan

c. SWP LC meliputi Blok I.C.4.

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 1,21 (satu

koma dua satu) hektare terdapat du:

g. SWP LA meliputi Blok [.LA.3 dan Blok L.A.4;

b. SWP I.B meliputi Blok 1.B.2; dan

c. SWPLC meliputi Blok 1.C.1.

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf d dengan luas 0,15 (nol

koma satu lima) hektare terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok [LA.3; dan

b. SWP LB meliputi Blok 1.B.3.

Sub-Zona  Pemakaman dengan kode  RTH-7

schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan

luas 4,23 (empat koma dua tiga) hektare terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok 1.LA.2 dan Blok .A.3; dan

b. SWP LC meliputi Blok 1.C.4.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 26,17 (dua

puluh enam koma satu tujuh) hektare terdapat du

a. SWP LA meliputi LA4,;

b. SWP LB meliputi Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok
[.LB.4: dan

c. SWP LC meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.3, dan Blok
1.C.4,

Paragraf 5

Zona Konservasi

Pasal 20

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf d berupa Sub-Zona Cagar Alam
dengan kode CA dengan luas 37,77 (tiga puluh tujuh koma
tujuh tujuh) hektare, terdapat di SWFP LA meliputi Blok

L.A4

'l
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Bagian Kedua
Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf b meliputi:

~FTrFR S0 T

Zona Badan Jalan dengan kode B.J;

Zona Pertanian dengan kode P;

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
Zona Pariwisata dengan kode W;

Zona Perumahan dengan kode R;

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

Zona Perkantoran dengan kode KT;

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;

Zona Transportasi dengan kode TR; dan
Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HE;

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode B.J sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf a berupa Sub-Zona Badan .Jalan
dengan kode BJ dengan luas 80,17 (delapan puluh koma
satu tujuh) hektare terdapat di:

a.

b.

SWP I.A meliputi Blok [.A.1, Blok LA.2, Blok 1.LA.3, Blok
1.A. 4, dan Blok LLA.5;

SWP 1.B meliputi Blok [.LB.1, Blok 1.B.2, Blek 1.B.3, dan
Blok 1.B.4; dan

SWP 1.C meliputi Blok I.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, dan
Blok 1.C.4. '\
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Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 23
Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 2.561,17 [dua ribu
lima ratus enam puluh satu koma satu tujuh) hektare
terdin atas:
a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
b, Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
¢. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a dengan
luas 185,36 (seratus delapan puluh lima koma tiga
enam) hektare terdapat di:
a. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok [.LA.3, Blok 1.A.4,
dan Blok LA.5;
b. SWP LB meliputi Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.2; dan
c. SWPIL.C meliputi Blok 1.C.1 dan Blek I.C.2.
Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2.366,13
(dua ribu tiga ratus enam puluh enam koma satu tiga)
hektare terdapat di :
a. SWP LA meliputi Blok L.A.1, Blok LA.2, Blok 1L.A.3,
Blok 1.A.4, dan Blok LA.5;
b. SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3,
dan Blok 1.B.4; dan
c. SWPIL.C meliputi Blok 1.C.1, Blok [.C .2, Blok 1.C .3,
dan Blok 1.C.4.
Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan luas 9,68
(sembilan koma enam delapan) hektare terdapat di SWP
[.B meliputi Blok 1.B.3,

Paragral 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 24

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf ¢ berupa

\
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Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
dengan luas 2,00 (dua koma nol nol) hektare, terdapat di
SWP I.B meliputi Blok 1.B.2 dan Blok [.LB.3.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25
Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa Sub-
Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI dengan
luas 270,14 (dua ratus tujuh puluh koema satu empat)
hektare terdapat di:
a. SWP LA meliputi Blok [.LA.1 dan Blok LA 2;
b. SWP I.B meliputi Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3; dan
c. SWP I1.C meliputi Blok 1.C.1, Blok [.C.2, dan Blok 1.C.3.

Paragrafl &
Zona Pariwisata

Pasal 26
Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf e berupa Sub-Zona Pariwisata dengan
kode W dengan luas 9,80 (sembilan koma delapan nol)
hektare, terdapat di:
a. SWP LA meliputi Blok ILA.5; dan
b. SWP LB meliputi Blok 1.B.2.

Paragraf 7

Zona Perumahan

Pasal 27
(1} Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dengan luas 784,05
(tujuh ratus delapan puluh empat koma nol lima)
hektare meliputi;
a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tingg dengan
kode R-2; dan
b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan
kode R-3.
(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-

\
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2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

luas 164,14 (seratus enam puluh empat koma satu

empat) hektare terdapat di SWP LA meliputi Blok [LA.3

dan Blok LA.4.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode

R-3 sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dengan luas 619,91 (enam ratus sembilan belas koma

sembilan satu) hektare terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok LLA.1, Blok LA 2, Blok LA 3,
dan Blok [.A.5;

b. SWP 1B meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok I.B.3,
dan Blak 1.B.4: dan

c. SWP I.C meliputi Blok [.C.1, Blok 1.C.2, dan Blok
LA

Paragral 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28
Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dengan
luas 14,96 [empat belas koma sembilan enam) hektare
meliputi;
a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-
2;
c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-
3; dan
d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan
luas 6,54 (enam koma lima empat) hektare terdapat di:
a. SWP LA meliputi Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, dan Blok
[.LA.3; dan
b. SWP L.B meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok
I.B.3.
Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kKode 3PU-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
luas 7,06 (tujuh koma nol enam) hektare terdapat di:
a. SWP 1A meliputi Blok 1.A.1, Blok LA.2, Blok [.A.3,
Blok L.A.4, dan Blok LA.5; \
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b. SWP LB meliputi Blok I.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3,
dan Blok I.B.4; dan

c. SWP L.C meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, dan Blok
1.C.4.

Sub-Zona 3PU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan

luas 1,28 [satu koma dua delapan) hektare terdapat di:

a. BWP LA meliputi Blok [.A.1, Blok LA.2, Blok 1.A.3,
Blok LLA.4, dan Blok L.A.5;

b. SWPIL.B meliputi Blok 1.LB.1, Blok I.B.2, Blok 1.B.3,
dan Blok 1.B.4; dan

c. SWP L.C meliput Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, dan Biok
LC.4.

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan

luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok 1.A.4;

b. SWP LB meliputi Blok 1.B.2; dan

c. SWPIL.C meliputi Blok 1.C.4.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29
Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dengan
luas 257,01 (dua ratus hma puluh tujuh koma nol satu)

meliputi:
a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan
kode K-2; dan

b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
dengan kode K-3.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kodc
K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dengan luas 174,59 (seratus tujuh puluh empat koma
lima sembilan) hektare terdapat di SWP LA meliputi
Blok LA.1, Blok LA.2, Blok L.A.3, Blok 1.A.4, dan Blok
LLA.5.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan
kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
denpgan luas 82,42 (delapan puluh dua koma empat



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

-38-

dua) hektare terdapat di:

a. SWP LA meliputi Blok 1.A.5;

b. SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok 1.B.2, dan Blok
[.B.3; dan

¢. B8WPILC meliput Blok .C.1.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 hurul i berupa Sub-Zona Perkantoran
dengan kode KT dengan luas 0,81 (nol koma delapan satu)
hektare, terdapat di:
a. SWP LA meliputi Blok [.A.1, Blok L.LA.2, Blok 1.LA.4, dan

Blok LA.5;
b. SWP L.B meliputi Blok [.B.2 dan Blok 1.B.3; dan
c. SWPILC meliputi Blok [.C.1, L.C.2, dan [.C.4.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 31
Zona Peruntukan Lainnva dengan kode PL scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf j berupa Sub-Zona IPAL
dengan kode PL-4 dengan luas 0,11 (nol koma satu satu)
hektare terdapat di SWP LB meliputi Blok 1.B.2.

Paragraf 12
Zona Transportasi

Pasal 32
Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf k berupa Sub-Zona Transportasi
dengan kode TR dengan luas 0,61 (nol koma enam satu)
hektare, terdapat di SWP LA meliputi Blok [LA.4,



BUPATI BENGEULU TENGAH
PROVINS] BENGKULU

-39 -

Paragraf 13

Zona Pertahanan dan Heamanan

Pasal 33
Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
schagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf | berupa Sub-
Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK dengan
hias 1,30 {satu koma tiga nol) hektare, berupa Koramil 0407 -
03/Talang Empat terdapat di SWP LB meliputi Blok 1. A.2 dan
Blok LA.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola
Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan WP Kecamatan
Talang Empat.

(2} Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:

a. Pelaksanaan KKKPR; dan
b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang

Pasal 35

(1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kecamatan Talang Empat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan
penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan

\
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peraturan  perundang-undangan  untuk  menilai
kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR.

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKKPR
sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 36

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2} huruf b

diselenggarakan dengan pengembangan program utama

jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas:

a. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas;

b. Lokasi;

¢. Sumber pendanaan;

d. Instansi pelaksana; dan

¢. Waktu dan tahapan pelaksanaan.

Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

a. Program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. Program perwujudan rencana Pola Ruang.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdapat di SWP dan/atau Blok.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} huruf ¢ meliputi:

a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara;

b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;

¢. Anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten;

d. Swasta;

e. Masyarakat, dan

f.  Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d dilaksanakan oleh:

a. Kementerian/lembaga;

b. Pemerintah daerah provinsi;

c. Pemerintah daerah kabupaten;
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d. Swasta;

e. Masyarakat; dan/atau

[. Pemangku kepentingan lainnya.

Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufl ¢, meliputi:

a. Tahap | pada periode tahun 2025 sampa 2029;

b. Tahap Il pada periode tahun 2030 sampai 2034;

. Tahap HI pada periode tahun 2035 sampar 2039;
dan

d. Tahap IV pada periode tahun 2040 sampai 2045,

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf e berfungsi sebagai:

a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan
ruang;

b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang,
termasuk di dalamnya air right development dan
pemaniaatan ruang di bawah tanah;

c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau
pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

Peraturan zonasi RDTR WP Kecamatan Talang Empat

berupa aturan dasar,

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragrafl 1 ﬂ

Umum




BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

Pasal 38

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2)
meliputi:

oo

~ A a0

(1)

(2]

(3]

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang,
Ketentuan tata bangunan,;

Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
Ketentuan khusus; dan

Ketentuan pelaksanaan,

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Pengpunaan Lahan

Pasal 39

Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan lahan

sebagaimana yvang dimaksud dalam Pasal 38 huruf a

terdiri atas;

a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan
diperbolehkan/ diizinkan;

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat
secara terbatas;

c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat
tertentu; dan

d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak
diperbolehkan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

diperbolehkan/ diizinkan dengan klasifikasi |

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan

pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesual dengan

rencana peruntukan ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang

bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T

sebhagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b

merupakan kategori kegiatan dan pengpunaan lahan

yvang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Klasifikasi T1 berupa pembatasan waku
beroperasinya suatu kegiatan di luar sub zona
maksimal pukul 19.00 WIB. "
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b. Klasifikasi T2 berupa Pembatasan luas maksimum
scbhesar 10% pada suatu kegiatan di luar zona atau
sub zona di dalam sebuah kaveling atau persil.

c. Klasifikasi T3 berupa Pembatasan jumlah
pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan
telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum
memerlukan tambahan, maka pemanfaatan
tersebut tidak boleh diizinkan.

d. Klasifikasi T4 berupa Pembatasan kegiatan
industri mikro dan menengah yvang berlokasi di
luar KPl sesuai dengan Peraturan Menten
Perindustrian.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara
bersyarat tertentu dengan Klasifikasi B sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan kategori
kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan
atau diizinkan secara bersyarat atau memiliki
persyaratan wyang harus dipenuhi dapat berupa
persyaratan umum dan persyaratan khusus bertujuan
untuk mengurangi tingkat risiko dampak yang besar
terhadap lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan,
inovasi atau rekayasa dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Klasifikasi Bl untuk diperbolehkan dengan syarat
wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai
peraturan perundangan yang berlaku;

b. Klasifikasi B2 diizinkan dengan syarat wajib
memperoleh persetujuan dari masyarakat dan
rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan

c. Klasifikasi B3 untuk kegiatan yang sudah terdapat
bangunan eksisting (tidak merubah struktur
bangunan), tidak boleh menambah unit baru
hanva diperbolehkan renovasi dan pemeliharaan.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak

diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf d merupakan kegiatan
dan penggunean lahan yvang memiliki sifat tidak sesuai
dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan
dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi
lingkungan dan sekitarnya. m
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i6) Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan  lahan

(8]

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf a meliputi;

a. Zona Badan Air dengan kode BA;

b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;

c. 2Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

melipuri:

1. Sub-Zona Taman kecamatan dengan kode
RTH-3;

2. Bub-Zona Taman kclurahan dengan kode
RTH-4;

3. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5:
4. Bub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
5. BSub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
dan
6. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
d. Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona
cagar alam dengan kode CA.
Zona Budi Dava sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b meliputi:
a. Zona Badan Jalan dengan kode B.J;
b. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan dengan
kode P-1;
2. Sub-Zona Pertanian Perkebunan dengan kode
P-3; dan
3. Sub-Zona Pertanian Peternakan dengan kode
P=3.
¢c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode
PTL;
d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode
KPI;
e. Zona Pariwisata dengan kode W;
f. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tingg
dengan kode R-2; dan m
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2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
dengan kode R-3.
g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
meliputi:
1. BSub-Zona SPU 8kala kota dengan kode SPU-
&
2.  Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode
SPU-2;
3. Sub-Zona SPU Skala kelurahan dengan kode
SPU-3; dan
4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K
meliputi:
1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
dengan kode K-2; dan
2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
dengan kode K-3;
i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
j.  Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL meliputi
Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4;
k. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
l. Zona Pertahanan dan keamanan dengan kode HE;
Ketentuan  kegiatan dan  penggunaan lahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
vang dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan
ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun
vang dipersyaratkan pada Zona atau Sub-Zona
meliputi:

KDB maksimum;

ELB maksimum,

KDH minimum; dan /\
Luas kaveling minimum.

apE®
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Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII
yvang merupakan bagian tdak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

Ketentuan tata bangunan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 38 huruf ¢ merupakan ketentuan yang
mengatur bentuk, basaran, peletakan, dan tampilan
bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona untuk
menjaga kesclamatan dan keamanan bangunan
meliputi:

a. Ketinggian bangunan maksimum;

b. G5B minimum; dan

c. Jarak bebas antar bangunan minimal.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 huruf d mengatur jenis
prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja
yvang harus ada pada setiap zona peruntukan.
Ketentuan prasarans dan sarana minimal schagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan
dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana
dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara
optimal.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran [X
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini. \
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Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 43

Ketentuan Khusus sehagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf e terdiri atas:

P

(2)

Kawasan Rawan Bencana;

Kawasan sempadan;

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
Tempat Evakuasi Bencana,

Pasal 44

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a

meliput:

a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
Gempa Bumi Tingkat Tinggi;

b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Banjir
Bandang Tingkat Tinggi; dan

c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Banjir Tingkat

Ketentuan Khusus kawasan Rawan Bencana Gempa

Bumi Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan meliputi:

a, Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan

meliputi:
1. Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana
gempa burmni;

2. Bangunan sarana dan prasarana Wilayah
dengan penanganan khusus vang
memperhatikan ketentuan jenis dan standar
bangunan di Wilayah Rawan Bencana; dan

3. Pengembangan RTH sesuai dengan keteniuan
peraturan perundang-undangan.

b, Keglatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
meliputi:

1, Pembangunan sistem jaringan prasarana
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; “




(3)

BUPATI BENGKULU TENGAH

PROVINSI BENGRULU

- 48 -

4. Regiatan Budidaya dengan
mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan
ancaman bencana serta melaksanakan
penerapan Mitigasi sesual dengan ketentuan
peraturan perundang undangan; dan

3. Pembangunan bangunan gedung harus
menerapkan standar konstruksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan
meliputi:

1.

2,

Kegiatan vang meningkatkan kerentanan pada
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat
Sedang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

Kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi
Bencana.

Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
bertampalan dengan:

a.

Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok [LA.2, dan
Blok LA.5; dan

2. SWP LC meliputi Blok 1.C.2.

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

terdapat di;

1. SWP LA meliputi Blok 1LA.1, Blok LLA.2, dan
Blok LA.5; dan

2. SWP LC meliputi Blok 1.C.2,

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

meliputa:

1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode
RTH-3 terdapat di SWP I.B pada 1.B.2;

2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode
RTH-4 terdapat di:
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a) SWP LA meliputi Blok [.A.3, Blok L.A.4,
dan Blok L.A.5;

b) SWP LB meliputi Blok 1.B.2 dan Blok
1.B.3; dan

c)] SWPLC meliputi Blok 1.C 4.

Sub-Zona Taman RW dengen kode RTH-S5

terdapat di:
a) SWP LA meliputi Blok LLA.3 dan Blok
LA.4;

b) SWP LB meliputi Blok 1.B.2; dan

¢) SWP LC meliputi Blok LC. 1.

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6

terdapat di:

a) SWP LA meliput Blok 1.A.3; dan

b) SWP LB meliputi Blok 1.B.3

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

terdapat di:

a) SWP LA meliputi Blok LA.2 dan Blok
L.A.3; dan

b) SWPILC meliputi Blok 1.C.4

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

terdapat di:

a) SWP LA meliputi Blok .A.4;

b) SWP LB meliputi Blok LL.B.2, Blok 1L.B.3
dan Blok 1.B.4; dan

c) SWP L.C meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.3
dan Blek L.C.4.

Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona

Cagar Alam dengan kode CA terdapat di SWP LA
meliputi SWP LA.4.

2.

3.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
1.

SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok
[.A.3, Blok LA.4, dan Blok LA.5;

SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok
1.B.3, dan Blok 1.B.4; dan

SWP I.C meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok
[.C.3, dan Blok 1.C 4.

Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
2

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1
terdapat di: ‘i
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a] SWP LA meliputi Blok LA 1, Blok LA.3,
Blok [LA.4, dan Blok LA.5;
b} SWP LB meliputi Blok 1.B.1 dan Blok

1.B.2; dan
c) S8WP L.C meliputi Blok 1.C.1 dan Blok
1.C.2.
2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3
terdapat di:

a) SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2Z,
Blok 1.A.3, Blok 1.A.4, dan Blok 1.A.5;

b) SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok [.B.2,
Blok 1.B.3, dan Blok 1.B.4; dan

c) SWP L.C meliputi Blok 1L.C.1, Blok 1.C.2,
Blok 1.C.3, dan Blok 1.C.4.

3. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4
terdapat di SWP L.B meliputi Blok 1L.B.3

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode

PTL terdapat di SWP 1.B meliputi Blok 1.B.2 dan

Blok L.B.3;

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode

KP1 terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok LA.1 dan Blok [.A.2;

2. SWP LB meliputi Blok 1.B.2 dan Blok LB.3;
dan

3. SWP L.C meliputi Blok 1.C.1, Blok I.C.2, dan
Blok 1.C.3.

Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok L.A.5;

2., SWP L.B meliputi Biok 1.B.2

Zona Perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tingg
dengan kode R-2 terdapat di SWP LA meliputi
Blok 1.A.3 dan Blok LA.4.

2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
dengan kode R-3 terdapat di:

g SWP I.LA meliputi Blok LLA.1, Blok LAZ,
Blok 1.A.3, dan Blok LA.5;

b) SWP LB meliputi Blok LB.1, Blok 1L.B.2,
Blok 1.B.3 dan Blok 1.B.4; dan ;{
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¢) SWP 1.C meliputi Blok L.C.1, Blok 1.C.2
dan Blok 1.C.4.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode S5PU

meliputi:

1.

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

terdapat di:

a) SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok 1.A.2
dan Blok I.A.3; dan

b)] SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2
dan Blok 1.B.3.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode

SPU-2 terdapat di:

a] SWP LA meliputi Blok 1LA.1, Blok [.A.2,
Blok 1.A.3, Blok LA.4, dan Blok [L.A.5;

b) SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2,
Blok I.B.3 dan Blok 1.B.4; dan

€] SWP LC meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2,
Blok 1.C.4.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode

SPU-3 terdapat di:

aj SWP LA meliputi Blok 1.A.1, Blok 1.A.2,
Blok LLA.3, Blok LA.4, dan Blok 1.A.5;

b) SWF L.B meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2,
Blok I.B.3 dan Blok 1.B.4; dan

¢ SWP L.C meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2,
Blok 1.C.4.

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

terdapat di:

a] SWP LA meliputi Blok LA.4;

b} SWP LB meliputi Blok 1.B.2; dan

c] SWPI.C meliputi Blok 1.C 4.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

meliputi:

1.

Sub-Zona Perdagengan dan Jasa Skala WP
dengan kode K-2 terdapat di SWP LA meliputi
Blok LA.1, Blok I.A.2, Blok LA.3, Blok LA.4,
dan Blok LA.5;

Sub-Zona Perdaganpan dan Jasa Skala SWP
dengan kode K-3 terdapat di;

al SWP LA meliputi Blok LA.S: I]
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b} SWP I.B meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2
dan Blok [.B.3; dan
¢}  SWPIL.C meliput Blok 1.C.1.
m. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok L.A.1, Blok LA.2, Blok
LLA.4, dan Blok LA.5;

2. SWP LB meliputi Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3;
dan

3. SWP LC meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok
.C.4.

n. Zona Peruntukan Lamnnya dengan kode PL berupa

Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4 terdapat di SWP

[.B meliputi Blok 1.B.2.

o. <Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP

LA meliputi Blok 1.A.4

p. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HE
terdapat di SWP LA meliputi Blok LA.2 dan Blok

LA.3.

(4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir
Bandang Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan mehputi:
a. Kegiatan Pernanfaatan Ruang yang diperbolehkan

meliput:

1. Pembangunan sistem jaringan prasarana
mitigasi bencana banjir;

2. Pembangunan sarana dan prasarana utilitas
wilayah dengan penanganan khusus yang
memperhatikan ketentuan jenis dan standar
bangunan di wilayah bencana;

3. Pembangunan RTH sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

4, Pengembangan sistem jaringan evalkuasi
bencana banjir.

b. Kepiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
meliputi:

1. Kegiatan pendidikan dan penelitian,
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

2. Kegiatan pemasangan papan rcklame, papan
penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-

\
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rambu pengamanan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

3. Kegiatan budi daya dengan
mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan
ancaman bencana serta melaksanakan
penerapan mitigasi sesual dengan ketentuan
peraturan perundang undangan;

4. Bangunanuntuk kegiatan budidaya pertanian
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

5. Pengembangan permukiman eksisting dengan
memperhatikan  karakteristik, jenis, dan
ancaman bencana serta melaksanakan
penerapan mitigasi sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan

meliputi:

1. Kegiatan yang meningkatkan rawan bencana
banjir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

2. Kegiatan vyang mengganggu fungsi jalur
evakuasi bencana.

(5] Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
bertampalan dengan:

£,

Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok 1.A.2, dan
Blok L.A.5; dan

2. SWPILC meliputi Blok 1.C.2.

Zona Perlindungan Sctempat dengan kode PS

terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, dan
Blek [LA.5; dan

2, SWP LC meliput Blok 1.C.2.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok LA.2, Blok
[.A.3, Blok 1.A.4, dan Blok [.A.5; dan

2. SWP LC meliputi Blok 1.C.1 dan Blok 1.C.2.

Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
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1. Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan dengan
kode P-1 terdapat di:
a)] SWP LA meliputi Blok LLA.1; dan
b} SWPILC meliputi Blok 1.C.1.

2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

terdapat di:
a}] SWP LA meliputi Blok LA.1 dan Blok
LA.2; dan

b) SWP LC meliput Blok 1.C.2.
e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode

KPI terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok L.A.1 dan Blok L.A.2

2. SWPL.C meliputi 1.C.2.

f.  Zona Perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tingg
dengan kode R-2 terdapat di SWP LA meliputi
Blok LA4.

2, Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
dengan kode R-3 terdapat di:

a) SWP LA meliputi Blok 1LA.2 dan Blok
LA.S; dan
b SWP 1.C meliputi Blok 1.C.1 dan Blok
LC.2.
g- Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
meliputi:

1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1
terdapat di SWP LA meliputi Blok LA.1 dan
Blok [.A.3.

2., Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP LA meliputi Blok L.A.3
dan Blok LA.5.

J.  Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di:

a}] SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok 1.A.2,
Blok 1.A.3 dan Blok LA.5; dan
b} SWP LC meliputi Blok [.C.2.
h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K
meliputi:

1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP

dengan kode K-2 terdapat di SWP 1.A meliputi

{
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Blok LA.1, Blok LA.2, Blok 1.A.3, Blok LA.4,
dan Blok I.A.5.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
dengan kode K-3 terdapat di:

al] SWP LA meliputi Blok LA.S.

b} SWPILC meliputi Blok 1.C. 1.

i.  Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
LA meliputi Blak 1.A.1, Blok LA.2, Blok L.A4, dan
Blok LA.5;

J.  Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP
LA meliputi Blok LA.4.

k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK
terdapat di SWP LA meliputi Blok 1L A.2 dan Blck
[LA.3.

(6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir
Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ ditetaplkan dengan ketentuan meliputi:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
meliputi:

2,

3.

4.

Pembangunan sistem jaringan prasarana
mitigasi bencana banjir;

Pembangunan sarana dan prasarana utilitas
wilayah dengan penanganan khusus vang
memperhatikan ketentuan jenis dan standar
bangunan di wilayah bencana;

Pembangunan RTH sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
Pengembangan sistem  jaringan  evakuasi
bencana banjir.

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan
meliputi:

¥.

Kegiatan  pendidikan  dan penelitian,
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

Kegiatan pemasangan papan rcklame, papan
penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-
rambu  pengamanan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; '\
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3. Kegiatan budi daya dengan
mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan
ancaman bencana serta melaksanakan
penerapan mitigasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan,

4. Bangunan untuk kegiatan budidaya pertanian
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

5. Pengembangan permukiman cksisting dengan
memperhatikan karakteristik, jenis, dan
ancaman bencana serta melaksanakan
penerapan mitigasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan
meliputi:

1. Kegiatan yvang meningkatkan rawan bencana
banjir sesuai dengan keténtuan peraturan
perundang-undangan; dan

2, Kegiatan yvang mengganggu fungsi jalur
evakuasi bencana.

{7) Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, bertampalan dengan :
4. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:
1. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok L.A.2, dan
Blok 1.A.5; dan
2. SWP L.C meliputi Blok 1.C.2.
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode P3

terdapat di:
1. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok L.A.2, Blok
[LA.D; dan

2. S8WP LC meliputi Blok LC.2,
¢, Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

meliputi:

1. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode
RTH-4 terdapat di WP LA meliputi Blok LA.3,
Blok L.A.4, dan Blok LA.5;

2. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5
terdapat di: "
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al] SWP LA meliputi Blok 1.A.3 dan Blok
LA.4; dan
bj SWPILC meliputi Blok 1.C.1.
3. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6
terdapat di SWP LA meliputi Blok LA.3;
4. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-T
terdapat di SWP LA meliputi Blok L.A.3;
Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8
terdapat di:
a) SWP LA meliputi Blok L.A.4;
bh) SWP LB meliputi Blok [.LB.3 dan Blok
1.B.4; dan
¢] SWP LC meliputi Blok 1.C.3 dan Blok
LC.4,
d. Zona Konservasidengan kode KS berupa Sub-Zona
Cagar Alam dengan kode CA terdapat di SWP LA
meliputt SWP LA.4.
e. Zona Badan Jalan dengan kode B.J terdapat di:
1. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blek 1.A.2, Blok
.LA.3, Blok 1.A.4, dan Blok I.A.5;
2. SWP LB meliputi Blok L.B.1, Blok [.B.2, Blok
[.B.3 dan Blok I.B.4; dan
3. SWP L.C meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok
[.C.3, Blok L.C.4.
Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-
1 terdapat di:
a] BWP LA meliputi Blok I.A.1, Blok LA.3,
Blok I.LA.4, dan Blok 1.A.5.
b} SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2:
dan
c) SWPL.C meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2.
2, bub-Zona Perkebunan dengan kode P-3
terdapat di:
a) SWP LA meliputi Blok 1.A.1, Blok LA.2,
Blok 1.A.3, Blok [.A.4, dan Blok L.A.5;
b) SWP L.B meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2,
Blok I.B.2 dan Blok 1.B.4: dan
c) SWP L.C meliput Blok 1.C.1, Blok 1.C.2,
Blok 1.C.3, Blok 1.C.4. N

E.FI
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g. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode

KFI terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok LA.1 dan Blok [L.A.Z;

2. SWP L.B meliputi Blok 1.B.3; dan

3. SWP LC meliputi Blok 1.C.2.

h. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tingg
dengan kode R-2 terdapat di SWP LA meliputi
Blok I.A.3 dan Blok L.A.4.

2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
dengan kode R-3 terdapat di:

8) SWP LA meliputi Blok 1LA.2, Blok LLA3
dan Blok LLA.5; dan

bj SWP LB meliputi Blok 1.B2 dan Blok
[.B.4,

c) SWP LC meliputi Blok 1.C.1 dan Blok
L.C.2.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

meliputi:

1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1
terdapat di SWP LA meliputi Blok L.A.1, Blok
1.LA.2 dan Blok 1.A.3.

2. SBub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di:
al SWP LA melipud Blok 1LA.2, Blok LA.3,

Blok [.LA.4, dan Blok 1.A.5; dan
b) SWPLC meliputi Blok 1.C.1.

3. BSub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di:

a) SWP LA meliputi Blok LA 1, Blok L.A.2,
Blok I.A.3, Blok 1.A.4, dan Blok LA.5; dan
bj SWPIL.C meliputi Blok 1.C.2.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

meliputi:

1. Sub-Zona Perdagangan dan .Jasa Skala WP
dengan kode K-2 terdapat di SWP LA meliputi
Blok 1.A.1, Blok [.A.2, Blok 1.A.3, Blok LA.4,
dan Blok [.A.5

2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
dengan kode K-3 terdapat di: f\
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a) SWP LB meliputi Blok I.LB.1 dan Blok
I.B.2; dan
b) SWP L.C meliputi Blok 1.C.1.

k. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di
SWP LA meliputi Blok LA.l dan Blok LA.5;
dan

. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode
HEK terdapat di SWP LA meliputi Blok 1.A.2 dan
Blok 1.A.3,

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometni dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf b berupa kawasan
sempadan sungai.

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa sempadan sungai

bertampalan dengan:

a. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona
Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWF LA
meliputi Blok .A.1 dan Blok LA.2; dan

b. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode
KP| terdapat di SWP LA meliputi Blok LA.2;

¢. Zona Perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona
Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

terdapat di:
I. SWP LA meliputi Blok L.A.2 dan Blok 1.A.5;
dan

2. SWP LC meliputi Blok 1.C.2.

d. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berupa
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan
kode K-2 terdapat di SWP LA meliputi Blok LA.1,
Blok I.A.2. N
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{3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagnimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
meliput:

a.

1.

Pemanfaatan Ruang untuk RTH sesua

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Bangunan fasilitas khusus untuk penelitian,
pengendalian air, dan sistem peringatan dini
kebencanaan;

Kegiatan yang dapat memperkuat fungsi
perlindungan dan  Konservasi Kawasan
Sempadan Sungai dan tidak mengubah fungsi
kegiatannya di masa mendatang; dan
Pengembangan bangunan dan jaringan
ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
dengan syarat meliputi:

1.

Penataan bangunan eksisting  ditata
menghadap sungai dan penertiban bangunan
liar sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Bangunan pengontrol debit dan kualitas air
serta bangunan penunjang lainnya;

Kegiatan budidaya pertanian yang diizinkan
pada Kawasan Perlindungan Setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pembangunan sarana dan  prasarana
transportasi penyeberangan sungai;
Pembangunan fasilitas umum dengan syarat
sesual dengan ketentuan — peraturan
perundang-undangan,

Kegiatan industri eksisting yang telah ada
sebelum peraturan Daerah ini disahkan
sesuai  dengan  Ketentuan — peraturan
perundang-undangan; dan \
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8. Banpunan untuk menunjang fungsi taman
rekreasi dan/atau bangunan non permanen
vang mendukung kegiatan pariwisata dengan
memperhatikan kelestanan Kawasan dan
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundangan-undangan.

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak
diperbolehkan meliput:

1. Mendirikan bangunan dan membuang limbah
baik padat maupun cair secara langsung pada
Kawasan Sempadan Sungai tanpa
memperhatikan kaidah sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan; dan

2. Kegiatan yang secara seéngaja dan jelas
menghambat arah dan intensitas aliran air
sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tingkat tingkat ketelitian geometri dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI wvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf ¢

meliputi:

a. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam;

b. Kawasan di Pawah Permukaan Horizontal-Luar;
dan

c. Kawasan di Bawah Permukaan Keracut

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan Kawasan di Bawah Permukaan

Horizontal-Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, bertampalan dengan:

a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di SWP
LB meliputi Blok 1.B.2;

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
meliputi: r‘
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1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode
RTH-3 terdapat di SWP 1.B meliputi 1.B.2; dan

2. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8
terdapat di SWP LB meliputi Blok 1.B.2, Blok
1.B.3 dan Blok 1L.B.4.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ berada di SWP

[.B pada Blok 1.B. 1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok

I.B.4.

Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona

Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP LB

meliputi Blok 1.B.1, Blok [.B.3, dan Blok I.B.4.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode

KPI terdapat di SWP 1.B meliputi Blok 1.B.3;

Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP

LB meliputi Blok 1.B.2,

Zona Perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona

Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

terdapat di SWF [.B meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2,

Blok I.B.3, dan Blok 1.B.4.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

meliputi:

1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1
terdapat di SWP LB meliputi Blok 1.B.1 dan
Blok 1.B.3;

2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP LB meliputi Blok L.B. 1,
Blok [.B.2, dan Blok 1.B.3; dan

3. Sub-Zona 8PU skala Kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di SWP [.B meliputi Blok 1.B. ]
dan Blok 1.B.2.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berupa

Sub-Zona Perdagangan dan .Jasa Skala SWP

dengan kode K-3 terdapat di SWP 1.B meliputi Blok

[.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok [.B.3.

Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP

I.B meliputi Blok 1.B.2 dan Blok 1.B.3.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL berupa

Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4 terdapat di SWP

[.B meliputi Blok L.B.2. P‘
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Ketentuan Khusus Kawasan Kesclamatan Operasi
Penerbangan Kawasan di Bawah Permukaan
Horizontal-Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, bertampalan dengan:
a. Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok L.A.1, Blok 1.A.2, dan

Blok I.LA.5; dan

2. SWPI1.C meliputi Blok 1.C.2.

b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode FS

terdapat di:
l. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok 1LA.2, dan
Blok LA.5; dan

2. SWPI1.C meliputi Blok [.C.2.
c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

meliputi:

1. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode
RTH-4 terdapat di:
a) SWP LA meliputi Blok [.A.3, Blok LA.4,

dan Blok 1. A.5; dan

b} SWPI.C meliputi Blok 1.C.4.

2. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

terdapat di:
a) SWP LA meliputi Blok LA.3 dan Blok
I.A.4; dan

bl SWPI.C meliputi Blok 1.C.1.

3. BSub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6
terdapat di SWP LA meliputi Blok L.A.3.

4., Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

terdapat di:
a) SWP LA meliputi Blok I.A.2 dan Blok
[.A.3; dan

b) SWPI.C meliputi Blok 1.C.4.
5. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8

terdapat di:

a) SWP A meliputi Blok 1LA.4; dan

b) SWP I.C meliputi Blok 1.C.1, Blok L.C.3,

dan Blok 1.C.4.

d. Zona Konservasidengan kode KS berupa Sub-Zona
Cagar Alam dengan kode CA terdapat di SWF LA
meliputi Blok 1L.A.4. rh
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e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:
1. SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok [LA.2, Blok
LA.3, Blok 1.A 4, dan Blok 1.A.5;
2. SWP L.B meliputi Blok [.B.2; dan
3. SWP L.C meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok
1.C.3, dan Blok 1.C 4.
Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1
terdapat di:
a)] BWP LA meliputi Blok [.A.1, Blok LA.3,
Blok 1.A.4, dan Blok 1.A.5;
bj SWP LB meliput Blok 1.B.2; dan
¢) SWPLC meliputi Blok 1.C.1 Blok 1.C.2.
2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3
terdapat di:
a)] SWP LA meliputi Blok 1.A.1, Blok 1LA.2,
Blok 1.A.3, Blok 1.A.4, dan Blok L.A.5;
bj SWP LB meliputi Blok [.B.2; dan
¢ SWP L.C meliputi Blok 1.C.1, Blek 1.C.2,
Blok 1.C.3, dan Blok 1.C.4.
g. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode

KPI terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok 1L.A.1 dan Blok LA.2;
dan

2. SWP I.C meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, dan
Blok I.C.3.

h. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP
I.A meliputi Blok LA.S.
Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
dengan kode R-2 terdapat di SWP LA meliputi
Blok LA.3 dan Blok L A4,
2. Sub-Zona Perumsahan Kepadatan Sedang
dengan kode R-3 terdapat di:
gl SWP LA meliputi Blok LLA.1, Blok [.A.2,
Blok L.A.3, dan Blok LA.5;

b) SWP LB meliputi Blok 1.B.2; dan

c) SWP L.C meliputi Blok [.C.1, Blok 1.C.2,
dan Blok [.C.4. N
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Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

meliput

1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1
terdapat di SWP LA meliputi Blok LA.1, Blok
I.A.2, Blok LLA.3,.

2. Sub-Zona 8FU 8kala Kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di:
al SWP LA meliputi Blok [LA.1, Blok 1.A.2,

Blok I.A.3, Blok LA 4, dan Blok 1.A.5; dan
b} SWP I.C meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2,
dan Blok 1.C.4.

3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode
8SPU-3 terdapat di:

a] SWP LA meliputi Blok 1.A.1, Blok LA.2,
Blok I.A.3, Blok A4, dan Blok LA.5; dan

bj SWP LC meliputi Blok 1.C.1, Blok 1.C.2,
dan Blok 1.C.4,

4, Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4
terdapat di:

a) SWP LA meliputi Blok L.A.4; dan
b} SWPL.C meliputi Blok [.C.4.

k. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

meliputi:

1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
dengan kode K-2 terdapat di SWP LA meliputi
Blok L.A.1, Blok 1.A.2, Blok LA.3, Blok L.A.4,
dan Blok LA.5;

2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
dengan kode K-3 terdapat di:

a) SWP LA meliputi Blok [LA.5; dan
bl SWP L.C mcliputi Blok L.C.1.

Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok [.LA.1, Blok L.A.2, Blok
l.A.4, dan Blok L.A.5; dan

2, SWP 1.C meliputi Blok I.C.1, Blok 1.C.2, dan
Blok 1.C.4

m. Zona Transportasidengan kode TR terdapat di SWP

1.A meliputi Blok LA.4; dan _ q




(4)

BUPATI BENGKULU TENGAH

n.

PROVINSI BENGKULU
- 66 -
Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

terdapat di SWP LA meliputi Blok 1.A.2 dan Blok
L.A.3.

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
bertampalan dengan:

a.

b.

Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di SWP

LB meliputi Blok 1.B.2;

Zona Konservasi dengan kode KS dengan Sub-Zona

Cagar Alam dengan kode CA terdapat di SWP LA

meliputi Blok LA.4,

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

meliputi:

1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode
RTH-3 terdapat di SWP 1.B meliputi [.B.2;

2, Sub-Fona Taman Kelurahan dengan kode
RTH-4 terdapat di SWP LB meliputi Blok [.B.2
dan Blok 1.B.3;

3. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5
terdapat di SWP L.LB meliputi Blek 1.B.2;

4. BSub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6
terdapat di SWP 1.B meliputi Blok 1.B.3; dan

5. Sub-Zona Jalur Hijau Jalur Hijau dengan
kode RTH-8 terdapat di:
a) SWP LA meliputi Blok 1.A.4; dan
b} SWP LB meliputi Blok 1.B.2, Blok LB.3

dan Blok 1.B.4.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di:

1. SWP LA meliputi Blok [.A.4 dan Blok 1.A5;
dan

2. SWP LB meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok
.B.3, dan Blok [.B.4.

Zona Pertanian dengan kode P dengan Sub-Zona

meliputi:
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1, Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1
terdapat di SWP LB meliputi Blok 1.B.1 dan

Blok [.B.2
2. Bub-Zona Perkebunan dengan kode P-3
terdapat di:
a) SWP LA meliput Blok LLA.4 dan Blok
[.LA.3; dan

by SWP I.B meliputi Blok 1.B.1, Blok 1.B.2,
Blok 1.B.3, dan Blok 1.B.4.

3. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4
terdapat di SWP LB meliputi 1.B. 3,

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode

PTL terdapat di SWP LB meliputi Blok 1.B.2 dan

Blok 1.B.3.

g. Zona Kawasan Peruntukan Industn dengan kode

KPI terdapat di SWP LB meliputi Blek [.B.2 dan

Blok 1.B.3.

h. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP

1.B meliputi Blok 1.B.2.

Zona Perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona

Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

terdapat di SWP L.B meliputi Blok 1.B.1, Blok LB.2,

Blok 1.B.3, dan Blok LB.4.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

meliputi:

1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1
terdapat di SWP I.B meliputi Blok 1.B.1, Blok
1.B.2:

2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode
SPU-2 terdapat di SWP 1.B meliputi Blok 1.B. 1,
Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok LB.4.

3, Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode
SPU-3 terdapat di SWP 1.B meliputi Blok 1.B. 1,
Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, dan Blok LB.4.

4, Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4
terdapat di SWP LB meliputi Blok 1.B.2.

k. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

meliputi Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala

SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP LB meliput

Blok I.B.1, Blok 1.B.2, dan Blok 1.B.3; dan ’l
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Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP
1.B meliputi Blok 1.B.2 dan Blok L.LB.3.

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan ketentuan:

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang diperbolehkan
meliput:

3

Ketinggian bangunan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pemanfaatan Ruang untuk RTH sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

pengembangan  bangunan dan  jaringan
ketenagalistrikan sesuail dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
dengan syaral melipua:

: A

Pengecualian terhadap ketentuan
mendirikan, mengubah, atau melestarikan
bangunan harus mendapat persetujuan
menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a) merupakan fasilitas yang mutlak
diperlukan untuk operasi penerbangan;
b} memenuhi kajian khusus aeronautika;
dan
c] sesuai dengan  ketentuan  teknis
keselamatan operasi penerbangan.,
Setiap orang dilarang berada di daerah
tertentu di bandar udara, membuat halangan
(obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain
di kawasan keselamatan operasi penerbangan
vang dapat membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan, kecuali memperoleh
izin dari otoritas daerah lingkungan
kepentingan bandar udara.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak
diperbolehkan meliputi:

5

Uniuk mendirikan, mengubah, atau
melestarikan bangunan, serta menanam atau

1
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memelihara pepohonan di dalam kawasan
keselamatan operasi penerbangan tidak boleh
melebihi batas ketinggian kawasan
keselamatan operasi penerbangan;

2. Menerbangkan pesawat tanpa awak atau
drone di Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan;

3. Tidak diperkenankan memasang peralatan
yang dapat menganggu atau mempengarihi
operasi alat bantu navigasi dan komunikasi
penerbangan;

4. Atap pada bangunan tidak diperkenankan
menggunakan  material  yang dapat
memantulkan; dan

5. Tidak memasang lampu vang dapat
menyilaukan pandangan pilot dan
menyulitkan penerbang membedakan dengan
lampu-lampu rambu.

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Bupati ini.

Pasal 47

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d
merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan
memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke
tempat yang aman atall penampungan pertama untuk
mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
Ketentuan Khusus Tempat Ewvakuasi Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tempat Evakuasi Akhir; dan

b, Tempat Evakuasi Scmentara.

Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, bertampalan dengan Zona Sarana
Pelayanan Umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona

|
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meliputi Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode

SPU-2 berada di SWP L.B pada Blok 1.B.3.

Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, bertampalan dengan:

a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
berupa Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode
RTH-4 berada di:

1. SWP LA meliputi Blok [.LA.3 dan Blok LA.5;
dan

2. BSWPLC meliputi Blok I.C.4.

b. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
berupa Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode
SPU-1 meliputi SWP LA pada Blok LA.1.

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan ketentuan:

a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan
meliputi Pembanpgunan sistem jaringan prasarana
mitigasi bencana banjir;

b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak
diperbolehkan meliputi:

1. Lokasi Tempat Evakuasi Bencana (FEB} pada
bangunan harus memiliki struktur vyang
kokoh;

2. Penyediaan sistem hidran atau kran air bersih
dan hidran kebakaran;

J. Penyediaan instalasi listrik;

4. Penyediaan informasi jalur evakuasi dan titik
kumpul (rambu-rambu evakuasi bencana);
dan

3. Memiliki akses jalan minimal fungsi jalan
lokal.

c. Ruang Evakuasi Sementara
Disediakan wuntuk mengakomodasi pengungsi
ketika terjadi bencana. Ruang evakuasi sementara
terdiri atas jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi
Sementara.

d. Ruang Evakuasi Akhir
Disediakan bagi pengungsi untuk tinggal selama
beberapa hari dikarenakan pengungsi tidak

|
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memungkinkan untuk kembali ke huniannya
masing-masing. Untuk mencapai Tempat Evalcuasi
Akhir juga diperlukan jalur evakuasi, agar tdak
mengganggu fungsi utama fasilitas umum dan
ruang-ruang publik yang digunakan sebagai
Tempat Evakuasi Akhir dan mengganggu cstetika
kota, maka penggunaan fasilitas umum dan ruang-
ruang publik tersebut sebagai Tempat Evakuasi
Akhir dibatasi sampai dengan berakhirnya masa
pemulihan (recovery).
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketclitan geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragral 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 48

Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 huruf { merupakan aturan yang berkaitan

dengan pelaksanaan penerapan RDTR didasarkan pada

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan

intensitas pemanfaatan ruang, dan ketentuan tata

bangunan.

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

avat (1) meliputi:

a. Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;

b. Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;

¢. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah
ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan

d. Aturan perallhan yang mengatur status
pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi
ruang zona peruntukannya.

Pasal 40

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a merupakan

|
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ketentuan  vang  memberikan kelonggaran  untuk
menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap
mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam
Peraturan Zonasi.

(1)

(<)

(3]

(4]

(3]

Pasal 50

Ketentuan pemberian [Insentil dan  Disinsentifl

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2] huruf b

merupakan ketentuan pemberian Insentif bag kegiatan

Pemanfaatan Ruang vang sejalan dengan rencana tata

ruang, memiliki nilai tambah pada Zona yang periu

didorong, dan memberikan dampak positif bagi

Masyarakat, serta Pemberian Disinsentif bagl kegiatan

Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR namun

berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung

lingkungan, dan memberikan dampak negatil bagi

Masvarakat.

Ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

perangkat untuk:

a. Meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang
sesual dengan RDTER;

b. Memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RDTR; dan

¢. Meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfastan Ruang
yang sejalan dengan RDTR.

Insentil dan Disinsentil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak yang

telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Insentifl dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah

lainnya dan kepada Masyarakat.

Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan

dalam bentuk:

a. Pemberian kompensasi;

b. Pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

{
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c. Publikasi atau promosi daerah; dan/atau
d. Penghargaan.

(6] Insentil kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:

Penyediaan prasarana dan sarana:

Fasilitasi persetujuan KKPR:

Penghargaan; tlanfalau

J.  Publikasi atau promosi.

(7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan
dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan
sarana.

(8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:

a. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
dan/atau
c. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(9) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan
oleh Bupati dalam Peraturan Bupati.

a. Pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. Pemberian kompensasi;

c. Subsidi;

d. Imbalan;

e. Sewa ruang;

[. Urun saham;

E.

h.

i.

Pasal 51

Ketentuan untuk penggunaan lahan yvang sudah ada dan
tidalk sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) hurufl ¢ berlaku untuk
Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum
penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan
bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.

Pasal 52

Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang
vang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya
sehagaimana dimaksud dalam Paszal 48 avat (2) huruf d

\
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berlaku untuk Pemanfaatan Ruang tertentu yang mememnuhi
persyaratan dapat mengajukan persetujuan “legal non-
conforming use” atau persetujuan “conditional use”.

(1)

(2)

Pasal 53

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 terdapat di:

ga. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
b. Zona Badan Air dengan kode BA.

Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona
Perlindungan Sctempat dengan kode PS berupa Sub-
Zona Perlindungan BSctempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
ketentuan yang berlaku bagi kegiatan dan penggunaan
lahan yang sudah terbangun sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini dan berada pada Sub-Zona
Perlindungan Setempat dengan kode PS meliputi:

a. Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. HKegiatan terbatas dan kegiatan bersyarat
dilakukan pembatasan dan pelaksansan yang
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

2. Kegiatan penimbunan atau melakukan
urugan pada bagian tepi badan air dibatasi
hanya untuk pembangunan tanggul sungai,
prasarana sarana sumber daya arr dan
kegiatan lainnya yang telah mendapatkan
rekomendasi dari  dinas teknis yang
membidangi.

b. Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif
meliputi;

1. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas
dan/atau bersyarat vang mendukung
konservasi sungai dan fungsi perlindungan
setempat berhak mendapatkan Insentif; dan

2. Kegiatan vang tidak diperbolehkan atau
dilarang dikenakan Disinsentif.

c. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah
ada dan tidak sesuai dengan PZ meliputi: [\
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1. Kegialan yang tidak diperbolehkan atau
dilarang vang memiliki risikp dan dampak
negatif besar atau tingg ditetapkan untuk
dilakukan penertiban dan pengembalian
fungsi nuang;

2. Menyediakan akses publik menuju sempadan
BUNEAL;

3. Melakukan proteksi dan adaptast terhadap
resiko bencana banjir atau longsor dengan
membuat struktur alami atau struktur
buatan untuk mitigasi; dan

4, Kegiatan dan penggunaan yang tidak sesuai
dapat discsuaikan dengan  ketentuan
dialihkan keluar dari zona perlindungan
setempat sesual kavling bidang tanah yang
dikuasai dan telah mendapatkan rekomendasi
atau persetujuan dari dinas teknis.

Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona
Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi ketentuan penggunaan lahan
vang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini dan berada pada Sub-Zona Badan
Air dengan kode BA meliputi:

A.

Untuk melindungi penggunaan badan air dari
konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan
di badan air yang memiliki alas hak sebclum
penectapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh
kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku;
Pemanfaatan ruang pada badan air untuk
kepentingan sumber air baku diatur sesuai
ketentuan yang berlaku;

Pada areal kegintan pertambangan yang sudah
memiliki izin usaha pertambangan hanya diizinkan
melakukan aktivitas tambang maksimal 40 (empat
puluh) persen dari luas areal izin wusaha
pertambangan;

Pada areal izin usaha pertambangan sebagaimana
dimaksud pada huraf ¢ menetapkan jaralk aman
dari tepi sungai sesuai dengan kajian tcknis yang
membidangi; n
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e. Pelaku usaha tambang yang memiliki izin usaha
pertambangan wajib melaksanakan kegiatan
pertambangan vang baik sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku;

f. Pemanfaatannyva diarahkan scbagal ruang untuk
kawasan lindung berupa perlindungan setempat
dan/atau Ruang Terbuka Hijau; dan

g Dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bud
daya perikanan, fasilitas rekreasi, ruang terbuka
publik, serta sarana pendidikan dan penelitian
tentang sungai dengen batasan luas terbangun
10% (sepuluh persen) dari luas arca pemanfaatan
serta konstruksi bangunan tahan banjir dan
menyediakan jalur, rambu, dan ruang evakuasi
banjir.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata ruang,

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat
penataan ruang,

c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang
timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan
yvang sesuai dengan rencana tata ruang;

d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang
terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang di wilayahnya;

e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah
dan/atau  pemegang izin  apabila  kegiatan
pembangunan yang tidak sesual dengan rencana tata
ruang menimbulkan kerugian. “
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Pasal 55

Dalam pemanfaatan ruang, sehap orang wajb:

a. menaati rencana tata ruang vang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang dari pejabat yvang berwenang;

¢. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang olch
ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap Orang yang tdak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh
pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain, melalui:
a. Partizipasi dalam penyusunan rencana tata ruang,
b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
¢, Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan
ruang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk
peran masyarakat dalam penataan ruang scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 57

Masyarakat yvang dirugikan akibat penyelenggaraan
penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui

pengadilan.
Dalam hal masvarakat mengajukan gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat

membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam
penyelenggaraan penataan ruang.
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BAB [X
KELEMBAGAAN

Pasal 58

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara
partisipatil di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
Anggota Forum Penataan Ruang scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat
daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi
profesi, asosiasi akademis], dan tokoh masyarakat.
Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi,
dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BARB X
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 59

Jangka waktu RDTR WP Kecamatan Talang Empat

adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali

| [satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan. 1 (satu)

tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali,

dilakukan penilaian perwujudan RDTR.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis,

penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR

WP Kecamatan Talang Empat dapat dilakukan lebih

dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Perubahan  lingkungan  strategis  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. Bencana alam skala besar vang ditetapkan dengan
perundang-undangan;

b. Perubahan batas teritorial negara vang ditetapkan
dengan perundang-undangan;

c. Perubahan batas wilayah daerah vang ditetapkan
dengan perundang-undangan; atau [\
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d. Perubahan kebijakan nasional wvang bersifat
atrategs.
Perubahan kebijakan nasional yang bersifal strategis
sebagaimana dimaksud pada avat (3] huruf d yang
berimplikasi pada Penilaian Pervujudan dan
peninjauan kembali Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
tentang RDTR WP Kecamatan Talang Empat dapat
direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) vang diterbitkan dengan
kriteria:
a. Penetapan kebijskan nasional wyang bersifat
strategis dalam peraturan perundang-undangan;
b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek
vital nasional, dan/atau
¢. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.
Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang RDTR WP
Kecamatan Talang Empat dilengkapi dengan rencana
dan album peta vang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

.

Izgin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah
dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

Pemanfantan Ruang wvang tidak sesuai dengan
Peraturan Bupati ini wajib menyesuaiakan dengan
Peraturan Bupati ini; dan

[zin Pemanfaatan Rusng yang telah habis masa
berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjut
melalui mekanisme penerbitan KKPR.

\
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah.

Ditetapkan di FARANE TEsi
pada tan MApuL 2025
BUPATI B ULU TENGAH,

Diundangkan dl‘?"'m""f""ﬁ TrCE
pada tanggal.. /4. AF®L........ 2025
P.J. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENG

HENDRI DONAL ?

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 4
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR ..... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN TALANG EMPAT TAHUN 2025-2045

UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan,
ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah
tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan
dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar
pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan
berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas
dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan
masyarakat yang dituangkan dalam peraturan daerah dan
peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan
Perwakilan Ralkyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

RDTR dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasionalisasi
kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW
Kabupaten Bengkulu Tengah. Rencana Zonasi merupakan acuan
lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai
salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Talang Empat
merupakan rencana yang menetapkan blok pada Kawasan
fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang
yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam Kawasan
fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan
utama dan kegiatan penunjang dalam Kawasan fungsional
tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan
amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk
mengadakan RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Kecamatan Talang
Empat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Culcup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas ‘II
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Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Culkup jelas
Pasal T Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pagsal 13  Culkup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Culcup jelas
Pasal 20 Cukup jclas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pagal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29  Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Cukup jelas
Pasal 39 Cukup jelas
Pasal 40 Cukup jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas
Pasal 43  Cukup jelas
Pasal 44 Cukup jelas



Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 57
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR ..

BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Culkup jelas
Culkup jelas
Cukup jelas
Culup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

-B3-
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TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINTMAL
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Hetentusn Prasarans dan Sarann Minimal

Pl T

1 Jdur-rpeihiumﬁ'pnﬂﬂmﬂ Wlmﬂldﬂlllﬁ.ﬂ-
md sepedn den anan sepeda lebih dan 30 lon, fam

I | [Hlenghonpi fasilitns faher sepesda sepesti lampa falan daa jalur e

ra

g

|k fsepede den anss sepedn lebith dand 30 lon fjam

Jalur mepeds dengan tpe sideuaik dengan LOS B seluns 5.6

o

FHlengkeaisl facdliras palur aspeida sepesti lampo jakan den jalur hijan

Terbuka Hija

Tarmsan

RTH-3

1 | alue pejalan kald dengan tipe sidesalk dengan LOS B seluss 56
mZ facpadn dan anas sepeda letdh dan 16-23 ommg mendi et

o |Dileringhapl tanilicas pejalan kaki seperti lampy jalan. banglu jalan.
faaflitns pesyeboangan, dan falur hija

1 Jalur pefalan kaki dengan tipe midewalk dengan LOS B seluzs 5.6
2 acprila dan anas sepedas lebis darl 1635 ormg et fmeter

" THiengknpl tanllitan pejalan Kaki Sepesth Impa jakn, Dangki jnkasi,
fualltes pesvebrangon, don jaber hijas

HTH-5

1 Jakur pegalan knk dengan tipe sidewlk Lk B seliiss 506
m3 feepeilas don orus sepeds lebib dari 16-33 crmng eneit /el

wmﬂhpcjmnulnpﬂﬂumwmmjm
7 |fanititns penyebrangnn, dun jabar hijms

Tuimarn KT

RTH-GO

Jadur peialen kel deogan tipp stdralk dengae LOS B scluas 56
m3 feepeda dan prus sepeds lebibodori 1633 arangd mendl [/ eeber

2 E&Whﬂ-pﬂd::kqﬁmﬂhmwﬂun.bﬂmhj-hi.

| Fesnnikaman

i Jakur peintan kaki dengan tpe sdaaslk dergue LOG B sehine 5.6
w2 fsepedn don arus sepeda bebih dan 15-23 arang mesit,/ meter

3 Ciil ergleags [aadlitae pralan nkd sepert bampu flan, banghs jalemn,
faslitan penyebranges, dan jehic Eija

Jahur Hijam

FIH-A

[ Tafisr pusinden ksl dengan tige sideoall Lixs B aplune 5.6
md fsopedn dan ans sepeda bebih danl 1423 orangy menit/meter

o |Pilewighaps fasditas praalan knkd seperti Lumpu jaloa, bamglen jslan,
fasiltan penpebrangan, da jslue ki

i.qued.mmm ibengan LOS B selons 5,6
m/ sepede dan aras acpsda lehil darl :m__&—

2 [oilengieapd fesditng jadur sepeds seperti lampa jalan dan jalur lujpo

Wil I : =1

—_—

e Bokml idan lingkungam hanss memenchi unsur ias hsngu san
| &ngmﬂw#ﬂmmmhnﬂimmmmﬁmﬁﬂﬂﬁﬂ
1 |Drmdnass hnploings dihtu.tl:uuh.i.[tnithl:mhuu

P=1

pci Wikl dan limghoungan hanzs memenuhi unsts luss hangunon

I |degan lebar perkerais ninimnsl 4 meter dan mengik=ti maoded cul
e i, mendel T, rn!ﬁ'ryrmﬂw

3 Drminase Tenploungnn tepl jalan ditnent berods dibowab toboor

Petermakan

P

Jalan fokal dan nglorngan hanss memenuhi unsaes hins bangeiaan
I |dengan lehar perkerpaan minimal 4 meter den meogEuti model ol

Mermlik kemudalian akses yang dapal dilewnti pemadnm kebakoran
dlar perimdungan sipil, lhar jalan minimum 3,5 meter

Peramtukan
Inalaatri

| Jalim Jokil dan iEngloingan harss memenuhl unsur kins benguran
dengan lebar perosrsann minonnsl 4 meeter dan mengibats meoded cul

de sac, meodel T, sofany, ot melinglenr.

{hdemililn kemudahan aloes yang dupat dilewnti pemodam loebakaran
dan perlindongen sipll, lebar jalen mindmem 3.5 meter

Tempat sampak yolume 50 liter audah dibedalkan goa sanpahaya

b lempeadian 1,5 metsr kubil dengan metods anghoul pdesc istg

3 jiseganik dan non organik) senia disngioat menggunaken gerobmak



1

Sub Zann

Eetentuan Prassrana dan Sarana Minimal

Pembunngen sampab ergandk dilskokens i dalam lubang bapon
ok

als
k
:
ki

Jalar pejalan ke dengan tipe sidewalk dengan LOG B scluas
1 |5,Am2/ pejalan knki don srus peralan kabd lebil dar 16-23

ﬂ“ﬂ'mﬂ'wml!ﬂ:t

2 DHlenghngi fosllitns pejaion kals seperts limzpi jalsn, Denghoo jnlen,
|~ |fnsilites dan plar 2,
. Inisn lolen] don Bnghuamgain haros memenwhl unsir e bamginen

A (dengan lebnr perkerasan misimal 4 meter dan menginet model cul

de e, model T) rory, alo motingker

Memilik kemudakan sikses yong dapar dilewstl pomadem kebalcars
dan periisdungan sipil har jalan mmmum 3.5 meter

Tempal sampah vohooe B lter sudah dibedakan jenis ssmpabinra
4 Horgmnik don non orgordk) serta dignghoil mengRunacnn gerobak
1,5 meter kubik detgan metode anghus tidak tewnp

& Pembaingnn asnpah organik diakmkan & dalsm lubang biopoe
sctinp il
T | Dhiread s dtibint Berndn dilbswah 10

Fatan Frrumahian

R-2

Frusng Terbioka Hijaa Pobililc sebesar 20% dor knweigan perainaban
I {lepedintin g dan digunsian untuk epenitingan masyernioot

Hmum

rpeenuhiiyn Keluubian sir beraih yang tislek bermsa, tdak berbou,
2 {ridul berwarna, tidak meagondung mikroarganiome berbsahaya, dan
heTat

Hidran baimman namdinal mesdEk suplad air scbesar 36 tiver /detlls
5§ pade i=kanan 1.5 har dan iaampn mengairican air mirdma) sebama
i menit E

Jalan lokal dan Bogkungan herus memenohi unsur laas bangiiman
& |dengan |ebar perkerasan misimal 4 meter don mergikat model cul
ibe ane, moddel T, rotery . otes melinghar,

Memmliled eemisdahan gioses yng dapat dilewntl pechadais Kebakarsm,
dan prrfindungan sl lebar jalan mdrimum 3.5 meter

Tempat sampak volame 50 bter sudah dibodakan jends sampahnys
8 |(argardk dan ron organik| serta dianglong menggunakan gerobak
berkmpasitas 1,3 meter kubik dengen meiode anglont tidak beiap

a Prmbuangan ssmpah organik diaieikin 4] dakam labang opor
5E R0

Utk rumanh tafib, setag hanmaran rmﬁl:-'ul.m.m:ﬂ:l'hihﬂ:
septik yang beraida di bagan depan lowling dan berjarsk
11 [ sekwrung lurangnya 10 mater don somber air tanah, aodangan

Penyodast [Ahan parkir Emum unmnk aea funian sialn KT (250
penduduk} memiliki atandor penyedioen 100 md dan sleala B

12/[2-500 periduduk) memiliki standar penvedisan 400 m2 lokasmya
teraehar di setiap punat Enginengan bomin pede skelo BT otan EW
Ann JECETIMANIFR Yang ugs sekeligus berfungs sebagal
panghslon semenisra kendnrann engiovtnn pabill

(30000 prndiaduiik] bokasins terslor & setlap plesd Hngkungan
mlhunlﬂn paila skals Ketarahan, dan mesilki standar peryediaan
200 d.lu,p.u penyeburen loliasl fode ared posat Uagoongens
kenlurahssn, dan dipisshlcan dengan terminal wilayah keluraban
(melass 1 000 m3)] dien paegkalan opledanghol seluas 200 m2

Pemyedinan nhan paridr mmam onnik ares bondsan skala
leecmmaton (120000 pondudulk) bolmsinys tersebar di setlap pusst
linglnsngen hunimn pada skals kecomatan. dan semsllED standoar
14| penypedinan 4.000 m2, dengan penyebaran lolasl padn area pusat
lngkungan kecamatnn, dan dipsahian dengan termina wilsral
w {setuas 2,000 m2 don posghadan oplety anghel (schoas

Runng Terirukn Hijas Publik scbosar 20°% darl kewasen perumntion
1 |kenndstan sedeng dmn digonnkenn ootulk kepentingan masyamls
Limin

A |tklak berwama. Hdak mengendung mikroarganisme berbahaya, dian

AR SO g Py ek




Kode Sub)

Sub Zona Hetentoan Prasarans dan Sarans Minimal

is
:

Jaringan lisrik di kewnsan perumshan kepadaten aedang hars
B memerty syarmt PLAL, SLO, memiliid garele sman mdnimal 3 meter,
mermenuhi diya tnmpmng. dan terbubang dengan jarngan perkotian
adn
4 Ruang terbuka hijan privat bagl romeh berfanim 3 stan lebil wajil
menerapican konsep "groen. oo™
Hidran haleman munimal memlda soplnl oir ebesar 38 bner /st
5 |podn teknnon 1.5 bar don mempe mengnicion olr minba! sl
A0 medt
Jalen lokl dan Engiangan hmrus memenuhl ansur hes bingunan
6 {dengnn lebar perkerasan mdnimal 4 meter dan mengikooy model cul
dt-u.mudd'l'..r:mr!-,-mmcﬁnil-.-

" Memiliki kemisdalan alcses yang dapat dilewett pemsdem kebaloarnn|
dary perbinclengen sipil, lekar jalon minimiam 3,5 meber

Twm'rﬂmhn Eﬂﬂinbl_.ldﬁdfheﬁnhmjrrﬂuumpdm}u
B {(orgumik dan mon organiid senta diangioon menggaseican gerobak
berknpasitas 1,5 meter kubik dengan metede angkur tidak Leusp
P } gmmmmmﬁmﬂwmmpﬁ
Keoadit B3 actinp blok. -
Bt j L] Wﬁm tepi jilan dlihant berida dikbeoenh frodone
Upituk remeah tomah, setiep bangunan romah hanes memilikl hak
septil yang beradn di baginn depan lorling den berjarak
11 |setoimng kurangnra 10 meter diri samls=r a5 tanak, sedangkan
rusiah susain aled apariensen diperkenankan meengiinakan Dk
arptilk komiinal

Penaediaam lnhan packir wmnim ontuk eres Benlen alebs BT (250
penddsdhak) memilila stomdor penyedinan 100 m3 dam skaks BW

(o (2. 500 gerrdudik) dvemiliks atandar penyedian 400 ml lnksaing
ternebar di setiap pusat Bnglungan huninn pada skeeln BT sing B
Clan PRIy yang jugn sekeligus berfongel sehagnl
pargkalan acmentien Rerdarnnn engiosian puhlie

Penyedisen lahan pagkle wmwm uniil ares hunlan alonla kefurahen
(A0 000 pendudik] olkesinys tersebar di setinp pusat Enghangn
13 handnn pada skala kelorahan, dan memiliel stendar penyedisan
2,006 m3, dengan peryehasan lnleaed pada area poast Englorngan
keharahie, dan dipashican dengan terminal wilayah kehoraboan
[eebum 1000 mid} dan pangknlan oplet) anghet mebues 200 m2

Peryediaan lnhan parkis amoms uniuk srea banian skals becamaian
{10000 penduduid kdasinys tereehar o sebap pueat Hoghoungnn
humizn pada skabs kecamatan, dan memiliki stondar penyediaan

4 00 m3, dengan penyebamn lekeai pada apes pusal lingungon
kecamnptan, dan dipiashian dengan temminal wilipal kecamatan
{nchins 2.000 m¥) don panghkalan oplef angoo [seinas 500 m3)

Hidlzan Feilasan nubiimal memilikd suplel air sebeasr 3 e fdetik
1 el teknnian 1.5 hae dan mampy mengabriam pic minimal selamsa
0 i §

L Indnn lokal dem lingkungan hams memenubl pnsur [Uss Tangsnan
i [drmgen lobir perlernsan mmimal 4 meter don mengllut bodel cul
de ang, modal T, mefary, oo melinglear

3 Wemiliki kemudnhem alcses fung digaal bl pemadam krbsksrnn
e dan porindungan aipl, lebar falan minimism 3,5 oeter
Pelmyrami aPLL1

E:mﬂm Tempat sampah vohune 50 er sudah dibednkan jeris spmpabnrs

jorganik don oo crgonils serta disnghut menggunaion gerelhak
berkapaalcas 1,5 meter kubik dengan meiode anghout tidalk ietap

Bembuangsn sampab orgardic dilaliibn & dalem lubang Hepon

e Tk
Eﬁﬁ’ oot gl Albwiat berndy dibawah trotoor
Fasiiras pendidian dari 30 hinggs SMA yang dikembanglan
secara ierbatas | i
Felfam Bplaman minimal memili suplad air sebeaar 38 Gy deti
1 |pade ickasinn 3.5 bar den meampa mengalirion alr nzlmiminl selmma
& menit
i harive asemennhi weur luss angunan
I dﬂ“uwhuhhrdﬂ;lmwmhmu 4 meter dan menghut model cul
de sac, minlel T, mdary, atas melngloor
Memiliki kemudahan akwes varg dapet diewat pemadnn kebears
faryna 3 | dan perSndungan sipl, Iobar jalan minimum 3,5 meter
Pelayanan apu-a
"’"; mm. - rampat sampah valume S0 lrer sudab dibedalan jenis sampahnya
4 1[|r'm'u'.|-|.dﬁ| pon organik] seris désngkut menggunakem gerobsk
berkcapasiias |3 meter kiibik dengan mvetocs aighocd tilak tetng

fl dilaboken di datam babang Boper
5 thuml::puhmﬂu
4O | Drninpee H e L dlibuet hermla dfhawil trotosr
\ Fanilitna penidaion dar S0 hingga SMA yang dilembangkan

| secars lerbatas jumdnbios

F

={ Il"I_-TJ"l

|

e T =" —"—""—




1

Hub Zona

Hetentuan Prosarana don Sarano Minimal

Zona Bammna
Pelagseman Umum

Pelayadian
Urmam Slkenlm

gPu-3

Hudran halaman minimal memndlild suplai or sebesar 38 liter detdc
pridn telennar 3.5 bar don mempe mengnlickan air mimimal seipme

S0 mrEndl

Jalas lolenl dan Englesmgan haras memenichd ansur oas bangunan
dengan febar perkernsan mindmal 4 meter don mengilcot mode] ol
de sac. model T, poiory, ainn melingor

Memibici kemudahan neses yang dapat dilewati pemadam kebakamnn
don perfindungan sipdl, lebar jalan minimam 3,5 meter

Tempal sanypal vislunee BD Eer audali ditvedabing jends sampahnys
|.tau rganids dim nos cegandld serta dlsnglont menggoniaksn perohak
berenpasitas 1,5 meter nubik dengan metode angkat tedak tetap

Pambiangan sampeh organl dlinknken & delnm libang hiopor
seiiep blod
ninase kngeumgan tepd jalan Bl berodn dibawah trotear

7 [Fasilitas keschatan minimal berupa puskesmas (skealn keburahan

Fendlitan perdidikan darl S0 hingga SMA yang dikembangkmn
lssrarn ternatns mmlaboya

2P

| Hidran halmmen minimal memilid saplad air selesmr 38 bier )/ datiic
peile teenan 3.5 har dan mewnpo mongedichonn ale sinlsal sdaea

0 memik
Jﬁhﬂl-ﬁm harss memenuhi ansir Tsas Dt
dengen lebar perloerasan minimal 4 mester déan foengEkaiti model ool
M-#.MHT,ME.BIIJ.IDIEUIIF.

Memilild kemudahan akses yang depas dilowal] pemadam bebaloran |
silEn prortindungan sipil, lehar jalan mircanunl 3,5 mEer

Tempial aamigsal valume 50 lier sodah dibedninn jenis ssmpatinyn
[ergani dan non arganils] sertn dianglosl menggumnkkan griolak
berkapassns 1.5 meter kubik deagan metade anghnet Hdek tetap

nmhuupm?p.h ergunik diakukan o) dulem lubang bopori
hio

O |Diwdreiss lngkungsn pepl jalan dibunt berada diberwaly Boinar

ﬂiﬂlﬂm

Foailitas kesehatan misimal berupa puakesmas jsioafa kelurmhan

Zona Peningonngne
don Jasn

dem Jana Skala

Higrun halaman minimal memiliks suplsi sir sobesar 36 lier/detil
pada tekoanan 3.5 b dan maml Eengalirinn or mnimal selame
30 mwenit

Jukan lolesd dam Unglngan baros memenichi unser s banganen
depgan ebar periereesn minme) 4 meter deo mengikoti maode] oul
de asr. mode T, modary, i melinglkons.

iemilid loemudalim aloses yang idapat dilewati pemadam kebaloamn
divn pertindungen sipil lebar jalan minimam 3,5 meter

u.

[ [Pembuangan sampah organi dilakoeken & dalnm fubang hiopori

Tomype axocpub valome 5] lier sedah dibedakan jends saespahays
forganil dan non organild serta dipnghut mengounaian gerehak
herienpanitas 1,5 meter kshik dengnn metede angloat tenk tetap

seting hlok,

-ﬂlﬂ'l

Drainase lingkungan 1epl jalan dibunt beradn dibnash frofesr
Fasilitns keschatan minimal berapn puskesmas mloala kefumban

dan Jasa Skala
W

K-

1

Humh:hmmlnimlmmﬂl:nmﬂulriﬂﬂﬂnrﬂ“mﬂ'ﬁﬁlﬂt
f;d-ummajhrdmmnummmn minimnl selama

a

7 {nngan lebar perkemsan minimal 4 meter dan mengikutl mesdel cul

Llalan lokal den linghonge hers emenubi unsor lans bangnsnan

3 R, mﬁdﬁT,mhry,.lm.lmﬂtnilmr.

Memililc krrmedahan akses varg depal dileswatl pemadam ke balsran
dan perlimdungan ipdl, lebar [alan minimum 3,5 meter

4 |imrganile dan oo erganil) serin dinmglodt menggenakan geenbal

Tenpal smnpid) velume 50 her sudoh dibedalken jenis sanpsinys
bericnpasiing 1,5 meter kubik dengan maiede angloat cidalk telsp

=]

5 Pembusngan sampah crganil dilaleikan di dalam lubong beopor
J&“ﬂ@.}i&

Drninase tepd jabin ditical berada dibasmh crotoer

Eonm

1

Hidram holeman manmmal memdlibe suplil sie sehesar 38 |ster f detil
pudn inkanen 3.5 bar den messpu mengelicken wr mimomal selams
M1 menit

..]ahn_ruhl dnm fingkungnn herus memesiahi unser ks bangsman
dengnn leher perleerasan minimal 4 meter dan mengiioutl mode] cul
dle sae, model T, miory, sng melmgior

Memilld kemudahon akses vang dapal dilewatl pemadam ebaloerun

dan periinduisgii aipil, lelsar j@lan minlmem 3,5 meter



1

Hetentuan Prasarans dan Sgrons Minimal

I Tempadt sampedh ol 80 Ixher lash dibieckinlessi jenis hth':l-hl.:rl
jorganik dan sion eegamikl serts dinngkut mengnanakan gerohak
barkapanitas 1,5 metsr kubik dengan mebods angloat tideic tetap

& pada setiap bk

Pembnsangan sampah organik dllainiben 4 dalam uhang bicpon

Druinnse linghiangan tepd jmian dikiml becads d@omal e

Pengnishan Air
Lamtal [IPAL}

SJaknn loleal den lingkangan barmas memenuhl unear hans Sangunm
dernignn ebar perlkerssan minimal 4 meter don mengikutl model cul
de sac, model T, roingy, sioy melinglor,

Blemilili kemudakan pkeen vang dapat dilewal] pomadam behakaran
e pesfindungan sipil, Inbar flan sunsmem 3,5 meter

Tempat sampah valume 50 titer andah dibednlenn jenin sssnpabhoea
[orpanik dan non organiil serio diangout mengpinsksn geoobek
berknpasitan |,5 meter kubik dengen metode aaghan sdek 1ecap

Fembunngan snmpah ocianik dilakulen di dalam ubang Dicpon
wizikap .
mmw limbsh domestik scbelnm dbalirkan

10

Penyedinam inhnn parkdr wmum untuk ares hunmes alels BT (250

e uichik) msernikld standeay pefiyedianan 1040 ma don skl BW

£2 500 penduduls memililh siandss peoyedisen 400 md lolasinga

tersebar di satiap pusak Engknangan nindan pede akaln BT atau BW
berfurgsi nebagai

Pergedinan lwhnn packis amdem Witk aen nininn akala kebarahan
{30,000 pencloduk] lokassinya teraebar di sesiap pusat linghungan
hunian peda shkals keburahom, dan memiils standar penyediann

2,000 m2, demigan penyehanon loknsl pada ares pusat Bngkungan
krluratusn, din dpésshian dengan termimal wilvynh kelurshan
jsefums 1000 md¥) dan panpkalsn oplel/ angket seluas 30 md

Pemyediann nhan parkir umum antuk area husien sknia
kecumnntamn || 2000 pendisiuk) KEnsinyn tersebar i sedap puss
Thngkiingsn haalen pada skaka kecnmatan. dan memilibd standar
penrediann 4.000 m2, dengan penyebaran Inkasi pada area pusat

kecumntan, dan digdnshilen dengan tenminal wiliayah
lecamainn (sehuns 2000 md) dan panglabn oplet | anglet {oshaos
BOO md

Fona Perinhonon
rﬂmliumm

Idran halaman mansmal memiliel stplag i scbesar 38 liver fdetiln
pada tefnnan 3.5 bar den mampa mengaicksn ai minimal selama
J0 menit

Lladan lobond dan lisghtingen Bafus imemenahl wnadr loas basganan
dengon lebar perberasan minlmal 4 meeter dan menglod model oul
A T
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dmm perlindungen sdpil, lebar jolen mnimum 3.5 meter
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